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ANALISIS LINGKUNGAN
KEWILAYAHAN DAN SISTEM

MODUL KEAMANAN TERPADU

€ 20 JP (900 Menit)

PENDAHULUAN

Keamanan wilayah merupakan fondasi utama stabilitas nasional dan
prasyarat bagi terselenggaranya kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
yang harmonis di Indonesia. Di tengah kompleksitas dinamika
lingkungan strategis, Polri dituntut tidak hanya mampu merespons
berbagai bentuk gangguan keamanan, tetapi juga memperkuat
kapasitas analitis, prediktif, dan strategis dalam merumuskan kebijakan
keamanan wilayah. Tantangan keamanan dewasa ini tidak lagi bersifat
tunggal, melainkan terintegrasi dengan perubahan sosial,
perkembangan teknologi, kompetisi kepentingan aktor lokal, hingga
dinamika global yang berimplikasi langsung pada keamanan domestik.

Dalam konteks inilah, peserta didik Sespimen Polri sebagai calon
pemimpin menengah diharapkan memiliki kemampuan untuk
membaca, menafsirkan, dan memproyeksikan kondisi kewilayahan
secara komprehensif. Analisis kewilayahan bukan sekadar aktivitas
pemetaan geospasial atau pengamatan terhadap fenomena sosial,
tetapi merupakan proses sistematis untuk memahami keterkaitan
antara ruang, aktor, peristiwa, dan tren keamanan yang sedang
maupun akan berlangsung. Kemampuan ini menjadi dasar bagi
penyusunan strategi yang tidak hanya reaktif, melainkan proakiif,
prediktif, dan berbasis data (evidence-based policing).

Sementara itu, penyelenggaraan keamanan wilayah modern menuntut
penerapan sistem keamanan yang bersifatterpadu (integrated security
system). Pendekatan terpadu menggabungkan integrasi fungsi
kepolisian—intelijen, pembinaan masyarakat, operasional, reserse, lalu
lintas, dan fungsi pendukung lainnya—dengan sinergi antarinstansi
seperti TNI, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta
sektor swasta. Integrasi ini diperkuat melalui pemanfaatan teknologi,
optimalisasi jaringan informasi, serta mekanisme koordinasi lintas
sektor yang memungkinkan lahirnya pola keamanan wilayah yang
responsif, adaptif, dan berkelanjutan.
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Modul Analisis Lingkungan Kewilayahan dan Sistem Keamanan
Terpadu disusun untuk memperkuat kompetensi peserta Sespimen
dalam memahami dinamika kewilayahan, melakukan pemindaian
lingkungan strategis, mengidentifikasi ancaman dan kerentanan,
merancang sistem keamanan terpadu, serta merumuskan strategi
keamanan wilayah berbasis analisis. Melalui pembelajaran konseptual,
studi kasus, simulasi, dan diskusi strategis, modul ini diharapkan
mampu membentuk perwira menengah Polri yang berpikir sistemik,
analitis, dan visioner dalam mengelola keamanan wilayah di masa
mendatang.

Dengan fondasi kemampuan analisis kewilayahan dan perumusan
strategi yang kuat, peserta Sespimen diharapkan mampu menjadi
pemimpin yang tidak hanya menguasai teknik penyelesaian masalah
operasional, tetapi juga memiliki kepekaan strategis terhadap dinamika
lingkungan dan kemampuan merumuskan kebijakan yang mendukung
terwujudnya Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi
berkeadilan (Presisi). Modul ini menjadi salah satu instrumen penting
dalam menyiapkan perwira menengah yang mampu berkontribusi
dalam menciptakan keamanan wilayah yang stabil, inklusif, dan adaptif
terhadap perubahan.

STANDAR KOMPETENSI

Memahami komprehensif tentang dinamika lingkungan kewilayahan,
karakteristik ancaman, serta mekanisme koordinasi lintas fungsi dalam
penyelenggaraan sistem keamanan terpadu, sehingga mampu
menyusun analisis situasi dan rekomendasi operasional yang akurat

KOMPETENSI DASAR

1. Memahami konsep dasar analisis kewilayahan dan sistem
keamanan terpadu dalam konteks tugas kepolisian.

Indikator hasil belajar:

a. Menjelaskan konsep dan prinsip analisis kewilayahan dalam
kerangka manajemen keamanan wilayah.

b.  Menguraikan peran Polridalam penyelenggaraan keamanan
wilayah yang terpadu.
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c. Mengidentifikasikomponen utamasistem keamanan terpadu
(fungsi Polri, mitra eksternal, teknologi).

d. Menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral (Polri—
TNI-Pemda—Masyarakat—-Swasta) dalam  membangun
keamanan wilayah.

Melakukan pemindaian lingkungan kewilayahan dan analisisrisiko
untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan dinamika
keamanan wilayah.

Indikator hasil belajar:

a. Menggunakan model analisis lingkungan (PESTEL, SWOT,
stakeholder mapping) pada konteks kewilayahan.

b. Mengidentifikasi isu strategis, aktor, dan potensi konflik
berdasarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan
wilayah.

c. Menganalisis data kepolisian (crime data, pola kejadian
menonjol) untuk memahami tren ancaman.

d. Menyusun peta ancaman dan peta risiko keamanan wilayah
(threat map dan risk map).

Merancang sistem keamanan wilayah terpadu yang adaptif,
kolaboratif, dan berbasis teknologi.

Indikator hasil belajar:

a. Merumuskan model integrasi fungsi kepolisian (Intelijen,
Reskrim, Samapta, Binmas, Lantas) dalam sistem
keamanan wilayah.

b. Menentukan kebutuhanteknologi keamanan wilayah (CCTV,
command center, big data policing, early warning system).

c. Menyusun mekanisme koordinasi lintas fungsi dan lintas
sektor untuk mendukung keamanan wilayah terpadu.

d. Mengembangkan mekanisme deteksi dini dan respons dini
terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Merumuskan strategi keamanan wilayah terpadu berbasis hasil
analisis kewilayahan dan risiko.

Indikator hasil belajar:
a. Menyusun prioritasisu dan fokus strategi keamanan wilayah.

CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK
ANALISIS LINGKUNGAN KEWILAYAHAN DAN SISTEM KEAMANAN TERPADU
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH



SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI

Merumuskan alternatif strategi keamanan menggunakan
pendekatan problem solving dan intelligence-led policing.

Merancang rencana aksi strategis (strategic action plan)
untuk meningkatkan keamanan wilayah secara terpadu.

Menyajikan rekomendasi strategi keamanan wilayah dalam
bentuk laporan tertulis dan paparan strategis.

MATERI PELAJARAN

1. Pokok Bahasan 1:

Konsep dasaranalisis kewilayahan dan sistemkeamanan terpadu
dalam konteks tugas kepolisian.

Sub Pokok Bahasan 1:
a.

a.

Pokok Bahasan 2:

Lingkungan kewilayahan dan analisis risiko untuk mengidentifikasi
ancaman, kerentanan, dan dinamika keamanan wilayah.

Sub Pokok Bahasan 2:

konsep dan prinsip analisis kewilayahan dalam kerangka
manajemen keamanan wilayah.

peran Polri dalam penyelenggaraan keamanan wilayah yang
terpadu.

komponen utama sistem keamanan terpadu (fungsi Polri,
mitra eksternal, teknologi).

kolaborasi lintas sektoral (Polri—-TNI-Pemda—Masyarakat—
Swasta) dalam membangun keamanan wilayah.

model analisis lingkungan (PESTEL, SWOT, stakeholder
mapping) pada konteks kewilayahan.

isu strategis, aktor, dan potensi konflik berdasarkan kondisi
sosial, politik, ekonomi, dan keamanan wilayah.

data kepolisian (crime data, pola kejadian menonjol) untuk
memahami tren ancaman.

peta ancaman dan peta risiko keamanan wilayah (threat map
dan risk map).
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3. Pokok Bahasan 3:

Merancang sistem keamanan wilayah terpadu yang adaptif,
kolaboratif, dan berbasis teknologi.

Sub Pokok Bahasan 3:

a. model integrasi fungsi kepolisian (Intelijen, Reskrim,
Samapta, Binmas, Lantas) dalam sistem keamanan wilayah.

b. kebutuhan teknologi keamanan wilayah (CCTV, command
center, big data policing, early warning system).

c. mekanisme koordinasi lintas fungsi dan lintas sektor untuk
mendukung keamanan wilayah terpadu.

d. mekanisme deteksi dini dan respons dini terhadap potensi
gangguan Kamtibmas.

4. Pokok Bahasan 4:

Strategi keamanan wilayah terpadu berbasis hasil analisis
kewilayahan dan risiko

Sub Pokok Bahasan 4:
a. prioritas isu dan fokus strategi keamanan wilayah.

b. alternatif strategi keamanan menggunakan pendekatan
problem solving dan intelligence-led policing.

c. rencana aksi strategis (strategic action plan) untuk
meningkatkan keamanan wilayah secara terpadu.

a. strategi keamanan wilayah dalam bentuk laporan tertulis dan
paparan strategis.

METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Analisis
Lingkungan Kewilayahan Dan Sistem Keamanan Terpadu.

2. Metode Brainstroming (curah pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman
peserta tentang materi yang disampaikan.
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3. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

Metode ini digunakan untuk mendorong interaksi sosial, saling
ketergantungan positif, dan pengembangan keterampilan sosial
serta kognitif melalui kerja sama dalam kelompok.

4. Metode Problem Based Learning

Metode inibertujuan untukmengembangkan kemampuan peserta
didik dalam memecahkan masalah dengan pendekatan
pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah
sebagai cara untuk mengembangkan pemahaman konsep dan
keterampilan kritis.

5. Metode Project Based Learning

Metode ini bertujuan untuk mengembangkan proyek yang
signifikan, yang menekankan pada pemecahan masalah,
kolaborasi, dan keterampilan praktis.

6. Metode Penugasan

Metode ini bertujuan untuk menugaskan peserta didik untuk
membuat resume terkait materi yang disampaikan.

ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media:

a. Whiteboard.

b.  Flipchart.

c. Komputer/laptop.

d. LCD dan screen.

e. Laserpoint.

f. Pengeras suara/sound system.
2. Bahan:

a. Kertas.

b. Alattulis.

3. Sumber Belajar
a. Paparan Pendidik.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal : 10 menit

Pendidik melakukan apersepsi, yang mencakup:

a.
b.
C.

Membuka kelas dan memberikan salam.
Perkenalan.

Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan
disampikan dalam proses pembelajaran.

2. Tahap inti: 880 menit

a.

Tahap inti I: pembahasan analisis lingkungan
kewilayahan dan sistem keamanan terpadu. (300 menit)

1) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara)
mengeksplor pengalaman terkait pengambilan
keputusan strategis, skenario dan evaluasi kebijakan.

2) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara)
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
merumuskan analisis lingkungan kewilayahan dan
sistem keamanan terpadu.

Tahap inti Il: diskusi materi analisis lingkungan
kewilayahan dan sistem keamanan terpadu. (580 menit)

1) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik
melalui Pokjar masing-masing untuk mendiskusikan
tentang analisis lingkungan kewilayahan dan sistem
keamanan terpadu.

2) Pendidik (Widyaiswara) menunjuk salah satu Pokjar
untuk mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi
oleh Pokjar lain.
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3) Pendidik (Widyaiswara) memberikan ulasan dan
penguatan materi pengambilan keputusan strategis,
skenario dan evaluasi kebijakan.

4) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik
secara perorangan untuk membuat resume dan
laporan hasil diskusi materi analisis lingkungan
kewilayahan dan sistem keamanan terpadu.

3. Tahap akhir : 10 menit
Pendidik (Widyaiswara) mengakhiri kegiatan pembelajaran, yang
mencakup kegiatan:

a. Memberikan penguatan materi, dengan cara memberikan
ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Menjelaskan keterkaitan mata pelajaran  dengan
pelaksanaan tugas.

c. Menyampaikan tindaklanjut dari kegiatan pembelajaran
dalam bentuk penugasasan dan sebagainya.

TAGIHAN / TUGAS

1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi Pokjar terkait
materi yang disampaikan.

2. Peserta didik mengumpulkan tugas NKP 1 sesuai dengan PPKT
dalam bentuk pdf di upload ke aplikasi SIAP.

LEMBAR KEGIATAN

1. Laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan.
2. Resume dengan tulisan tangan sesuai dengan PPKT.
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==

BAHAN BACAAN

POKOK BAHASAN 1

KONSEP DASAR ANALISIS KEWILAYAHAN
DAN SISTEM KEAMANAN TERPADU
DALAM KONTEKS TUGAS KEPOLISIAN

Analisis kewilayahan merupakan fondasi penting dalam manajemen
keamanan wilayah, karena memberikan kerangka untuk memahami
keterkaitan antara ruang geografis,dinamika sosial, dan potensiancaman
yang berkembang di suatu wilayah. Bagi Polri, kemampuan menganalisis
kewilayahan bukan lagi sekadar aktivitas teknis yang berkaitan dengan
pemetaan lokasi kejadian, melainkan sebuah pendekatan strategis untuk
membaca pola, tren, dan struktur kerawanan yang dapat memengaruhi
stabilitas keamanan. Analisis ini membantu pemimpin Kkepolisian
memahami bagaimana karakteristik fisik wilayah, kepadatan penduduk,
jaringan sosial, distribusi kekuasaan, hingga kondisi ekonomi dapat
membentuk potensi masalah keamanan serta memengaruhi respons
kepolisian.

Dalam konteks tugas kepolisian modern, analisis kewilayahan dipadukan
dengan prinsip intelligence-led policing yang menekankan penggunaan
data, informasi, dan intelijen untuk mendukung pengambilan keputusan.
Pendekatan ini memungkinkan perwira untuk tidak hanya
mengidentifikasi apa yang terjadi di suatu wilayah, tetapi juga mengapa
hal itu terjadi, siapa aktornya, bagaimana pola ancamannya, serta apa
implikasinya bagi keamanan wilayah. Dengan demikian, analisis
kewilayahan menjadi instrumen penting bagi pemimpin Polri dalam
melakukan pemindaian lingkungan strategis (strategic environmental
scanning) dan memproyeksikan potensi perkembangan situasi ke depan.

Namun, memahami wilayah saja tidak cukup untuk memastikan
keamanan yang efektif. Dibutuhkan sebuah sistem keamanan yang
bersifat terpadu (integrated security system), yaitu pendekatan yang
menyinergikan berbagai fungsi institusi dan elemen masyarakat dalam
menjaga keamanan wilayah. Sistem keamanan terpadu menggabungkan
kemampuan lintas fungsi Polri—intelijen, reserse, pembinaan
masyarakat, lalu lintas, dan samapta—dengan dukungan teknologi
seperti CCTV, command center, big data policing, serta jaringan
komunikasi yang terintegrasi. Selain itu, sistem ini juga menuntut
kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan lain seperti TNI,
pemerintah daerah, lembaga swasta, dan komunitas masyarakat.
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Keterpaduan sistem keamanan ini diperlukan karena tantangan
keamanan saat ini bersifat multidimensional dan tidak dapat ditangani
secara parsial. Kejahatan konvensional, gangguan sosial, kriminalitas
berbasis teknologi, dan konflik kepentingan antarkelompok menciptakan
pola ancaman yang saling berhubungan dan bergerak cepat. Dalam
kondisi demikian,respons kepolisian harus bersifatsistemik, lintasfungsi,
dan adaptif, memanfaatkan integrasi informasi dan kolaborasi multipihak
untukmemperkuatkapasitas deteksi dini dan responsdini(early warning—
early action).

Dengan memahami konsep dasar analisis kewilayahan dan sistem
keamanan terpadu, peserta Sespimen diharapkan mampu membangun
pola pikir strategis dalam memetakan kerawanan wilayah, memanfaatkan
sumber daya lintas fungsi, serta merancang strategi keamanan yang
holistik dan berkelanjutan. Kemampuan ini menjadi modal utama bagi
perwira menengah Polri dalam menyusun kebijakan keamanan wilayah
yang responsif, prediktif, dan akuntabel sesuai tuntutan masyarakat dan
dinamika keamanan di era modern.

A. Konsep Analisis Kewilayahan dalam Kerangka Manajemen
Keama nan Wilayah

1.  Definisi analisis kewilayahan

Analisis kewilayahan adalah proses sistematis untuk
memahami karakter suatu wilayah melalui pengumpulan,
pengolahan, dan interpretasi data geografis, demografis,
sosial, ekonomi, politik, dan keamanan untuk mengidentifikasi
potensi ancaman maupun peluang stabilitas. Dalam konteks
kepolisian, analisis kewilayahan tidak hanya memetakan
kondisifisik, tetapi juga menilai dinamika sosial dan aktor-aktor
yang dapat berpengaruh terhadap keamanan.

Analisis kewilayahan memberikan gambaran yang
komprehensif sehingga Polri mampu menentukan langkah
strategis dalam menjaga keamanan wilayah. Proses ini
menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang bersifat
prediktif dan berbasis data.

2. Urgensi analisis kewilayahan
Analisis kewilayahan menjadi urgensi utama karena:
a. Mendukung keputusan strategis.

Dengan memahami kondisifaktual wilayah, Polri mampu
menentukan langkah yang tepat untuk pencegahan
gangguan keamanan.
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b. Menjawab tantangan keamanan yang kompleks.

Ancaman modern bersifat multidimensi: kriminalitas,
intoleransi, konflik sosial, terorisme, hingga kejahatan
siber yang semuanya berkaitan dengan dinamika
wilayah.

c. Memperkuat deteksi dini—respons dini.

Analisis wilayah menghasilkan indikator peringatan dini
sehingga Polri dapat bertindak sebelum terjadi eskalasi
masalah.

d. Mengoptimalkan sumber daya.

Analisis mengarahkan penempatan personel, peralatan,
dan sarana pada titik rawan secara tepat sasaran.

Contoh:

Saat terjadi kenaikan harga bahan pokok di Medan, analisis
kewilayahan mengidentifikasi potensi penjarahan di pasar-
pasar tertentu. Polri melakukan langkah pre-emtif melalui
patroli dialogis dan koordinasi dengan pedagang sehingga
tidak terjadi gangguan.

3. Unsur-unsuranalisis kewilayahan
Unsur geografis
a. Unsurgeografis.

Meliputi kondisi topografi, akses transportasi, dan
wilayah rawan.

Contoh:

Daerah pegunungan di Papua menyulitkan pergerakan
pasukan sehingga ancaman KKB harus ditangani
dengan strategi mobilitas yang berbeda dibanding
wilayah urban.

b.  Unsur demografis.

Jumlah penduduk, kepadatan, heterogenitas, mobilitas
pendatang.

Contoh:

Kepadatan tinggi di kawasan Tamansari Bandung
memerlukan model pengamanan berbasis patroli kecil
tapi intensif.

c. Unsursosial-budaya.
Norma, nilai, struktur komunitas, potensi segregasi.
Contoh:
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Di Kupang, solidaritas komunitas adat dapat
dimanfaatkan sebagai dukungan dalam mencegah
konflik antarwarga.

d. Unsurekonomi.
Sentra industri, pengangguran, ketimpangan ekonomi.
Contoh:

Wilayah buruh industri di Bekasi cenderung sensitif
terhadap isu PHK sehingga Polri perlu meningkatkan
dialog sosial.

e. Unsur politik.
Kekuatan lokal, elit politik, siklus elektoral.
Contoh:

Masa Pilkada diBanten sering diwarnai mobilisasi massa
sehingga Polri harus memetakan aktor politik dan titik
panas.

f. Unsur keamanan.
Pola kejahatan, hotspot, kejadian menonjol.
Contoh:

Peningkatan kasus curanmor di Denpasarterjadi di area
pemukiman pekerja migran domestik, sehingga Polri
menguatkan pengawasan di jam rawan.

4.  Prinsip-prinsip analisis kewilayahan
a. Holistik.

Analisis harus memperhatikan semua dimensi wilayah
secara utuh, bukan hanya data kriminal.

b. Evidence-based.

Berdasarkan data primer dan sekunder seperti laporan
intelijen, kriminalitas, dan data Pemda.

C. Kontekstual.

Setiap wilayah memiliki karakter unik sehingga strategi
tidak boleh disamaratakan.

d. Prediktif.

Analisis harus memberikan proyeksi ke depan, bukan
hanya menghitung masa lalu.
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e. Adaptif.

Analisis diperbarui sesuai perubahan kondisi sosial-
ekonomi dan kejadian lingkungan.

B. Peran Polri dalam Penyelenggaraan Keamanan Wilayah
Terpadu

Dalam arsitektur keamanan nasional, Polri memegang posisi
strategis sebagai institusi yang memiliki mandat konstitusional
untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan  hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mandat tersebut
menjadikan Polri aktor sentral dalam penyelenggaraan keamanan
wilayah terpadu. Sistem keamanan wilayah yang efektif menuntut
kemampuan Polri untuk tidak hanya bertindak sebagai pelaksana
operasional, tetapi juga sebagai pemimpin koordinasi, pengendali
kebijakan, dan simpul integrasi lintas sektor. Oleh karena itu, peran
Polri harus dipahami secara komprehensif sebagai sebuah
spektrum fungsi yang saling terkait, mulai dari intelijen, regulasi,
koordinasi, hingga eksekusi operasional.

1.  Polri sebagai Leading Sector

Sebagai leading sector dalam penyelenggaraan
keamanan wilayah, Polri menjadi institusi yang mengarahkan
proses koordinasi keamanan lintas lembaga. Posisi ini
didasarkan pada kewenangan Polri untuk memelihara
kamtibmas, @ menegakkan hukum, dan memberikan
perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks sistem
keamanan terpadu, Polri tidak hanya menjalankan fungsi
komando, tetapi juga memimpin orkestrasi kolaborasi antara
TNI, pemerintah daerah, BNPB, BNPT, Bakamla, serta unsur
masyarakat. Kepemimpinan ini menuntut kemampuan Polri
untuk membangun common operational picture, menetapkan
prioritas penanganan ancaman, serta memastikan bahwa
seluruh pemangku kepentingan bekerja dalam satu pola
operasi terpadu yang terukur dan terarah.

2.  Polri sebagai Intelijen Keamanan

Dalam sistem keamanan wilayah, intelijen menjadi
fondasi utama keunggulan operasional. Polri menjalankan
fungsi inteliien keamanan melalui mekanisme identifikasi,
pendeteksian, dan analisis awal atas berbagai bentuk
ancaman, baik yang bersifat kriminal (criminal intelligence)
maupun yang berkaitan dengan stabilitas keamanan (security
intelligence). Peran ini mencakup kemampuan membaca
dinamika sosial, memetakan potensi kerawanan, memahami
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pola eskalasi ancaman, hingga memberikan rekomendasi
kebijakan berbasis data. Kualitas intelijen Polri menentukan
ketepatan respons dalam sistem keamanan terpadu, karena
intelijen harus mampu menghubungkan informasi lintas sektor
dan menciptakan kewaspadaan dini (early warning) serta
respons cepat (early action).

3. Polri sebagai Regulator dan Pembuat Kebijakan Keamanan
Wilayah

Sebagai regulator, Polri merumuskan kebijakan
keamanan wilayah yang mencakup penyusunan SOP,
peraturan teknis, kebijakan operasi, serta standar pelayanan
keamanan.Kebijakan tersebut dirancang berdasarkan analisis
kewilayahan, yang melibatkan kajian geospasial, demografi,
tingkat kerawanan, dinamika kriminalitas, dan potensi
ancaman. Dengan demikian, Polri tidak sekadar menjadi
pelaksana kebijakan, tetapi juga arsitek tata kelola keamanan.
Peran regulatif ini memastikan bahwa sistem keamanan
terpadu memiliki standar kerja yang seragam, mekanisme
koordinasi yang jelas, serta prosedur operasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

4. Polri sebagai Koordinator Kerja Sama Lintas Sektor

Dalam sistem keamanan terpadu, koordinasi lintas
sektor merupakan kunci efektivitas. Polri berperan sebagai
simpul penghubung yang menyinergikan berbagai instansi,
seperti TNI, instansi pemerintahan, pemerintah daerah,
lembaga intelijen, lembaga penanggulangan bencana, dan
organisasi masyarakat. Koordinasi ini mencakup integrasi
data, penyelarasan rencana kontinjensi, pembentukan posko
bersama, penyusunan rencana operasi terpadu, serta
pelaksanaan latihan gabungan. Peran koordinatif Polri
mengurangi potensi silo antar lembaga, mencegah tumpang
tindih kewenangan,dan meningkatkan interoperabilitas sistem
keamanan nasional.

5. Polri sebagai Pelaksana Operasional

Sebagai pelaksana operasional, Polri menjalankan
tindakan pre-emtif, preventif, dan represif untuk menjaga
keamanan wilayah. Tindakan pre-emtif dilakukan melalui
pendekatan edukatif dan pembinaan masyarakat; tindakan
preventif melalui peningkatan kehadiran polisi, patroli,
pengawasan, dan penguatan sistem keamanan lingkungan;
sedangkan tindakan represif dilakukan melalui penegakan
hukum yang profesional dan proporsional. Dalam sistem
keamanan terpadu, keberhasilan operasi Polri ditentukan oleh
kemampuan merespons ancaman secara cepat, akurat, dan
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terkoordinasi dengan pihak lain. Peran operasional ini
melengkapi peran strategis Polri sebagai pengarah, regulator,
dan koordinator, sehingga tercipta satu kesatuan sistem
keamanan wilayah yang menyeluruh.

C. Komponen Utama Sistem Keamanan Terpadu

Sistem keamanan wilayah terpadu merupakan sebuah
arsitektur pengelolaan keamanan yang menggabungkan fungsi-
fungsi internal Polri, kemitraan strategis lintas sektor, serta
dukungan teknologi modern untuk menciptakan respons yang lebih
cepat, presisi, dan adaptif terhadap ancaman. Esensinya adalah
integrasi—bukan sekadar kolaborasi—di mana seluruh unsur
bekerja dalam satu siklus deteksi, pencegahan, penindakan, dan
pemulihan. Komponen-komponen ini membentuk ekosistem
keamanan yang bersifat dinamis, proaktif, dan berbasis data.

1. Fungsi Polri yang Terintegrasi

Integrasi fungsiinternal Polrimerupakan fondasi utama sistem
keamanan terpadu. Setiap fungsi memiliki peran spesifik yang
saling melengkapi dalam membangun early warning, early
detection, dan early action.

a. Intelijen.

Fungsiintelijen berperan sebagai sumber utama deteksi
dini ancaman. Melalui pengumpulan, pengolahan, dan
analisis informasi strategis, intelijen memetakan tren
gangguan kamtibmas, mengidentifikasi aktorkunci, serta
memprediksi eskalasiancaman. Produkintelijen menjadi
dasar utama pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana operasi terpadu.

b. Binmas.

Binmas memperkuat ketahanan sosial melalui
pendekatan kemitraan dan komunikasi publik. Interaksi
langsung dengan masyarakat membangun
kepercayaan, membuka saluran informasi akar rumput,
serta menciptakan jejaring pengaman sosial sebagai
kekuatan pencegahan berbasis komunitas. Binmas
menjadi kunci dalam menguatkan community policing
sebagai elemen vital keamanan terpadu.

C. Reserse.

Fungsi reserse berperan memutus rantai kejahatan
melalui penegakan hukum yang profesional. Dalam
konteks keamanan terpadu, reserse tidak hanya
menindak, tetapi juga menganalisis pola kejahatan,

CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK L

ANALISIS LINGKUNGAN KEWILAYAHAN DAN SISTEM KEAMANAN TERPADU
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH




SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI

mengidentifikasi jaringan kriminal, dan melakukan
penindakan berbasis bukti serta teknologi forensik
modern. Reserse menjadi perpanjangan tangan yang
memastikan bahwa ancaman yang terdeteksi dapat
dinetralkan secara efektif.

d. Samapta.

Samapta menghadirkan kehadiran fisik Polri dalam
ruang publik untuk mencegah gangguan nyata. Melalui
patroli, penjagaan objek vital, dan pengamanan kegiatan
masyarakat, Samapta menciptakan visible policing yang
meningkatkan rasa aman. Kehadiran Samapta menjadi
instrumen penting untuk menurunkan peluang kejahatan
sebelum terjadi.

e. Lalu lintas.

Fungsi Lalu Lintas memastikan kelancaran mobilitas
masyarakat sebagai bagian dari stabilitas sosial dan
ekonomi. Pengendalian arus lalu lintas, manajemen
rekayasa jalan, hingga penanganan Kkecelakaan
mendukung ekosistem keamanan wilayah, karena
mobilitas yang tertib merupakan prasyarat bagi respons
cepat, distribusi logistik, dan aktivitas masyarakat yang
aman.

2.  Mitra Eksternal dalam Sistem Keamanan Terpadu

Keamanan wilayah tidak dapat diselenggarakan hanya oleh
Polri. Sistem ini menuntut interdependensi dengan berbagai
unsur eksternal.

a. TNI - keamanan strategis dan penanganan kontinjensi.

TNI berperan dalam konteks pertahanan, dukungan
kekuatan, dan penanganan kontinjensi tingkat tinggi,
terutama pada situasi yang mengancam stabilitas
nasional. Integrasi dengan TNl memastikan kesatuan
komando dalam situasi darurat serta sinergi antara
dimensi pertahanan dan keamanan.

b. Pemerintah daerah — kebijakan, logistik, dan dukungan
tata kelola.

Pemerintah daerah menyediakan dukungan kebijakan,
fasilitas, dan sumber daya yang diperlukan untuk
mendukung operasi keamanan wilayah. Sinergi dengan
pemda memastikan kebijakan keamanan selarasdengan
tata kelola lokal, termasuk dalam manajemen bencana,
pengaturan ruang publik, dan perlindungan sosial.
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c. Swasta — penyedia teknologi dan pengamanan aset.

Sektor swasta berperan dalam penyediaan teknologi,
sistem keamanan komersial, hingga data yang relevan
untuk deteksi ancaman. Selain itu, pengamanan aset
strategis perusahaan swasta menjadi bagian dari
ekosistem keamanan wilayah yang lebih luas.

d. Masyarakat — elemen pengaman sosial berbasis
komunitas.

Masyarakat merupakan pilar terpenting dalam
menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Partisipasi
aktif melalui forum kamtibmas, siskamling, dan
pelaporan mandiri melalui aplikasi digital menjadi
kekuatan kolektif yang memperkuat keamanan berbasis
komunitas.

3. Teknologi Keamanan Terpadu

Teknologi merupakan akselerator utama yang memungkinkan
sistem keamanan wilayah bekerja lebih efisien, presisi, dan
responsif. Teknologi memperluas kemampuan deteksi,
mempercepat pengambilan keputusan, dan menyediakan
data real-time untuk seluruh satuan fungsi.

a. CCTV dan smart monitoring.

Sistem CCTV berteknologi Al memungkinkan deteksi
otomatis atas gerakan mencurigakan, pelanggaran lalu
lintas, dan pola kerumunan. Smart monitoring
mempercepat input data menuju command center,
memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi.

b. Drone dan loT sensor.

Drone memperluas jangkauan pemantauan ke wilayah
yang sulit dijangkau, sementara sensor berbasis loT
memungkinkan deteksi lingkungan seperti kebakaran,
banijir, atau intrusi. Teknologi ini vital untuk operasi
terpadu, khususnya pada kawasan rawan atau geografis
kompleks.

C. Command center.

Command center berfungsi sebagai pusat integrasi
informasi dan pengendali respons operasional. Di sini
seluruh data visual, suara, sensor, laporan masyarakat,
hingga intelijen dianalisis secara real-time untuk
pengambilan keputusan cepat dan koordinatif.
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d. Big data and predictive policing.

Analisis big data dan predictive policing memungkinkan
Polri memprediksi pola kriminal melalui algoritma
kecerdasan buatan. Pendekatan ini meningkatkan
kemampuan  memetakan hotspot, menentukan
penempatan personel optimal, serta mengidentifikasi
tren kejahatan sebelum terjadi.

4. Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Membangun Keamanan
Wilayah

Keamanan wilayah merupakan hasil dari kerja kolektif
berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya Polri.
Kompleksitas ancaman modern—mulai dari konflik sosial,
kriminalitas transnasional, radikalisme, bencana alam, hingga
ketidakstabilan polittk—menuntut model keamanan yang
bersifat interdependen dan berlapis. Polri, dalam kerangka
sistem keamanan terpadu, berperan sebagai simpul integrasi
(integrative hub) yang memastikan seluruh sektor bergerak
harmonis dalam satu arah strategis. Kolaborasi lintas sektor
ini menciptakan shared awareness, shared responsibility, dan
shared action sebagai fondasi keamanan wilayah yang adaptf
dan berkelanjutan.

a. Polri—TNL.

Sinergi Polri dan TNl menjadi pilar utama dalam
menghadapi ancaman yang berdimensi keamanan dan
pertahanan. Kolaborasi ini tercermin dalam operasi
gabungan, pengamanan objek vital nasional,
penanganan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi,
serta penanganan konflik horizontal yang berpotensi
meluas. Integrasi peran ini menuntut kejelasan batas
kewenangan, prosedur komunikasi komando, serta
koordinasi intelijen untuk menghindari overlapping dan
memastikan efektivitas. Dalam konteks kontinjensi, TNI
memberikan dukungan kekuatan dan pertahanan
wilayah, sementara Polri memimpin aspek penegakan
hukum dan pemeliharaan kamtibmas.

b. Polri — Pemerintah Daerah.

Polri dan pemerintah daerah memiliki hubungan
fungsional yang saling melengkapi dalam menciptakan
stabilitas wilayah. Kolaborasi dilakukan melalui
penyusunan kebijakan keamanan lokal, pengendalian
ruang publik, penataan kawasan rawan, serta
pembinaan masyarakat. Pemerintah daerah berperan
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menyediakan dukungan anggaran, sarana prasarana,
regulasi daerah, dan perangkat sosial. Polri memastikan
kebijakan tersebut selaras dengan kebutuhan keamanan
melalui analisis kewilayahan, penegakan aturan, dan
penyelenggaraan program preventif bersama.

c.  Polri — Masyarakat.

Masyarakat adalah kekuatan keamanan paling dekat
dengan titik potensial gangguan. Kolaborasi Polridengan
masyarakat dilaksanakan melalui community policing,
forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM), tokoh
agama, tokoh adat, serta kelompok pemuda dan
organisasi kemasyarakatan. Interaksi ini menghasilkan
aliran informasi dua arah yang memperkuat
kewaspadaan dini, mendorong penyelesaian konflik
berbasis komunitas, serta memperkuat kepercayaan
publik. Dalam perspektif keamanan modern, masyarakat
bukan objek yangdilindungi, melainkan subjek aktif yang
ikut membangun ketahanan sosial (social resilience).

d. Polri — Swasta.

Perusahaan dan sektor swasta memiliki peran signifikan
dalam keamanan wilayah, terutama dalam pengelolaan
objek vital, pusat bisnis, jaringan logistik, dan
infrastruktur strategis. Polri bermitra dengan sektor
swasta dalam penyusunan standar pengamanan, audit
keamanan, penggunaan teknologi deteksi, serta berbagi
informasi terkait ancaman kriminal. Selain itu, swasta
sering menjadi mitra utama dalam pengembangan
command center, sistem CCTV terpadu, serta platform
teknologi berbasis Al. Kemitraan ini memperluas
cakupan keamanan tanpa menambah beban struktural
organisasi.

5. Studi Kasus

Kasus 1: Analisis Kewilayahan untuk Mendeteksi Potensi
Konflik Sosial di Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan wilayah dengan karakteristik
sosial yang heterogen, terdiri dari kawasan industri, pedesaan,
kawasan pesisir, serta daerah dengan dinamika politik-
keagamaan yang cukup sensitif. Kondisi ini membuat wilayah
tersebut memiliki potensi konflik sosial yang perlu dianalisis
secara cermat.

a. Identifikasi dinamika wilayah.
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Analisis awal menunjukkan bahwa Kabupaten Serang
memiliki sejumlah faktor kerawanan:

1) migrasi tenaga kerja yang tinggi ke kawasan
industri Cikande—Kragilan.

2) persaingan sumber daya di tingkat desa dan
kecamatan.

3) keberadaan kelompok komunitas berbasis
identitas.

4) sensitivitas isu keagamaan dan kesukuan.

5) potensi gesekan antara pekerja lokal dan
pendatang.

Faktor-faktor tersebut membentuk social fault lines yang
rentan terhadap pemicu konflik.

b.  Deteksi dini melalui intelien dan community policing.

Polri  melakukan pemetaan kerawanan dengan
menggabungkan security intelligence dan community
intelligence. Informasi diperoleh dari tokoh masyarakat,
pemerintah desa, pengelola kawasan industri, serta unit
intelijen Polri. Analisis menunjukkan peningkatan tensi
sosial akibat ketidakpuasan pekerja terhadap sistem
rekrutmen, serta  munculnya kelompok yang
memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politk
lokal.

c. Indikator eskalasi konflik.
Beberapa indikator objektif terdeteksi:
1)  peningkatan unjuk rasa di kawasan industri.

2)  penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial
lokal.

3) pertikaian antar-kelompok pemuda.
4)  laporan meningkatnya provokasiberbasis identitas.

Indikator ini mengarah pada kemungkinan eskalasi jika
tidak ditangani secara dini.

d. Strategi penanganan terpadu.

Untuk mencegah situasi berkembang menjadi konflik
terbuka, Polri menerapkan strategi keamanan terpadu:

1) Intelijen: meningkatkan  surveillance sosial,
pemantauan media digital, dan deteksi aktor
provokatif.
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2)

3)
4)

5)

6)

Binmas: memperkuat dialog dengan tokoh agama
dan tokoh adat serta membentuk forum mediasi
cepat.

Samapta: menambah patroli dialogis di titik rawan.

Reserse: penegakan hukum selektif terhadap
provokator utama.

Pemda: menginisiasi  kebijakan perbaikan
manajemen tenaga kerja dan ruang dialog antara
buruh—perusahaan.

Swasta: memastikan standar pengamanan industri
ditingkatkan.

e. Hasil dan pembelajaran.

Pendekatan terpadu berhasil menurunkan tensi sosial
dalam waktu cepat. Tercipta situational awareness
bersama antara Polri, Pemda, perusahaan, dan
masyarakat. Kasusini menunjukkan pentingnyaintegrasi
intelijen, kolaborasi lintas sektor, dan respons cepat
berbasis analisis kewilayahan.
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POKOK BAHASAN 2

PEMINDAIAN LINGKUNGAN KEWILAYAHAN DAN
ANALISIS RISIKO UNTUK MENGIDENTIFIKASI
ANCAMAN, KERENTANAN, DAN
DINAMIKA KEAMANAN WILAYAH

Pemindaian lingkungan kewilayahan (territorial environmental scanning)
dan analisis risiko merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan
keamanan wilayah modern. Dalam situasi di mana ancaman semakin
kompleks, adaptif, dan sering kali tidak terduga, Polri dituntut memiliki
kemampuan membaca dinamika lingkungan secara sistematis dan
berbasis data. Pemindaian lingkungan kewilayahan bukan lagi sekadar
proses pengumpulan informasi, tetapi sebuah metode strategis untuk
memahami hubungan antara ruang, aktor, dan peristiwa yang dapat
memengaruhi stabilitas keamanan.

Melalui pemindaian kewilayahan, Polri memetakan faktor-faktor
geografis, demografis, sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan budaya
yang membentuk karakter keamanan suatu wilayah. Setiap wilayah
memiliki risk landscape yang unik—ada yang rentan konflik sosial, ada
yang rawan kriminalitas transnasional, ada yang sensitif terhadap isu
ideologi, dan ada pula yang berpotensi terkena bencana alam. Dengan
mengenali atribut ini, Polri dapat mengidentifikasi ancaman aktual
maupun potensial yang memerlukan tindakan preventif.

Analisis risiko menjadi langkah berikutnya untuk menilai sejauh mana
ancaman tersebut dapat mengganggu keamanan wilayah. Proses ini
mencakup penilaian terhadap tiga komponen utama: ancaman (threats),
kerentanan (vulnerabilities), dan konsekuensi (consequences). Ancaman
diperoleh dari aktivitas aktor kriminal, kelompok intoleran, dinamika politik,
maupun perubahan kondisi sosial-ekonomi. Kerentanan muncul ketika
terdapat celah struktural atau sosial yang memungkinkan ancaman
berkembang—misalnya lemahnya kohesi sosial, minimnya pengawasan,
atau ketimpangan ekonomi. Sementara itu, konsekuensi dianalisis untuk
mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan jika ancaman
benar-benar terjadi.

Dalam konteks sistem keamanan terpadu, pemindaian kewilayahan dan
analisis risiko memberi landasan bagi Polri untuk membuat keputusan
strategis yang tepat waktu dan presisi. Data hasil pemindaian digunakan
untuk merancang peta kerawanan, menentukan prioritas pengamanan,
mengalokasikan sumberdaya, serta membangun koordinasi lintas sektor
secara lebih efektif. Proses ini juga menjadi dasar pengembangan early
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warming system dan early action system yang memungkinkan Poln
merespons ancaman sebelum berkembang menjadi gangguan nyata.

Dengan demikian, pemindaian lingkungan kewilayahan dan analisisrisiko
bukan hanya proses teknis, tetapi sebuah kemampuan strategis yang
harus dimiliki oleh setiap pimpinan Polri. Kemampuan ini memastikan
bahwa kebijakan keamanan wilayah dirumuskan berdasarkan bukiti,
bukan asumsi;berdasarkan analisis komprehensif, bukan respons reaktif;
dan berdasarkan kolaborasi lintas sektor, bukan kerja sektoral yang
terpisah. Melalui pendekatan ini, Polri dapat membangun keamanan
wilayah yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

A. Model analisis lingkungan (PESTEL, SWOT, Stakeholder
Mapping) pada Konteks Kewilayahan

Analisis lingkungan kewilayahan merupakan langkah awal
yang krusial dalam memahami dinamika keamanan suatu wilayah.
Dalam konteks Polri, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi
faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi stabilitas
keamanan, memetakan aktor kunci, serta menentukan strategi
penanganan yang paling efektif. Untuk menghasilkan gambaran
wilayah yang komprehensif, digunakan tiga model utama: PESTEL,
SWOT, dan stakeholder mapping. Ketiga model ini saling
melengkapi dan memberikan kerangka kerja sistematis yang
membantu pimpinan dalam mengambil keputusan berbasis data.

1. Analisis PESTEL dalam Keamanan Wilayah

Model PESTEL (Political, Economic, Social, Technological,
Environmental, Legal) digunakan untuk memetakan faktor
eksternal yang membentuk risiko dan peluang keamanan
wilayah.

Dalam konteks kewilayahan, aplikasinya dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a. Political (Politik): memantau dinamika politik lokal,
kontestasi pilkada, pengaruh elit daerah, serta potensi
mobilisasi massa yang dapat meningkatkan tensi sosial.

b. Economic (Ekonomi): menilai ketimpangan ekonomi,
migrasi tenaga kerja, kawasan industri, tingkat
pengangguran, serta tekanan ekonomi yang dapat
memicu kriminalitas.

c. Social (Sosial): memetakan hubungan antar-kelompok,
perubahan demografi, kohesi sosial, intoleransi, serta
budaya lokal yang memengaruhi stabilitas.

d. Technological (Teknologi): mengidentifikasi peluang
penggunaan CCTV, loT, media sosial, dan teknologi
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digital yang berpotensi menjadi sumber ancaman
maupun alat pengamanan.

e. Environmental (Lingkungan): mengkaji potensi bencana
alam, kerentanan geografis, perubahan iklim, serta lokasi
objek vital yang sensitif.

f.  Legal (Hukum): mengkaji regulasi lokal, peraturan
daerah, penegakan hukum, serta celah regulatif yang
dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Melalui PESTEL, Polri mendapatkan gambaran makro
mengenai pengaruh external drivers yang membentuk risiko
keamanan di suatu wilayah.

2. Analisis SWOT untuk Menilai Kapasitas Internal Wilayah

Jika PESTEL memetakan aspek eksternal, model SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan
untuk menggali posisi internal wilayah dan kesiapan Polri
dalam merespons ancaman.

a. Strengths (Kekuatan): meliputi kapasitas personel,
ketersediaan pos polisi, kerja sama baik dengan pemda,
basis masyarakat yang kooperatif, atau teknologi
pengawasan yang memadai.

b. Weaknesses (Kelemahan): mencakup terbatasnya
personel, minimnya sarana prasarana, lemahnya
koordinasi antar fungsi, ataupun rendahnya keterlibatan
masyarakat.

c. Opportunities(Peluang):meliputidukungan lintas sektor,
investasi teknologi, kebijakan pemda baru, atau potensi
kerja sama dengan organisasi masyarakat.

d. Threats (Ancaman): mencakup peningkatan kriminalitas,
radikalisasi, konflik sosial, kehadiran kelompok kriminal
terorganisir, atau kerentanan bencana alam.

Dengan SWOT, pimpinan dapat melihat posisi Polri dalam
konteks wilayah, sehingga strategi yang dirumuskan benar-
benar mencerminkan kondisi aktual dan kebutuhan
operasional.

3.  Stakeholder Mapping untuk Mengidentifikasi Aktor Kritis

Keamanan wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor
struktural, tetapi juga oleh berbagai aktor yang memiliki
kepentingan dan pengaruh berbeda. Oleh karena itu,
stakeholder mapping digunakan untuk:

a. Mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci, seperti:
TNI, pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama,
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perusahaan industri, kelompok pemuda, media lokal,
LSM, organisasi adat, dan kelompok informal lain.

b. Mengukur tingkat kepentingan (interest) dan tingkat
pengaruh (influence) masing-masing aktor.

c. Menentukan strategi pendekatan:

1)  manage closely: aktor yang berpengaruh tinggi dan
berkepentingan tinggi (misalnya Pemda, TNI, tokoh
agama berpengaruh).

2) keep satisfied: aktor berpengaruh tinggi namun
berkepentingan rendah (misalnya perusahaan
besar yang memengaruhi stabilitas ekonomi lokal).

3) keep informed: aktor berkepentingan tinggi tapi
berpengaruh  rendah  (misalnya  kelompok
masyarakat akar rumput).

4)  monitor: aktor dengan pengaruh dan kepentingan
rendah.

Dengan pemetaan aktor ini, Polri dapat membangun koalisi
dukungan yang kuat serta memahami potensi friksi sosial
secara lebih akurat. Stakeholdermappingjuga mempermudah
perancangan strategi komunikasi dan kolaborasi keamanan
wilayah yang lebih efektif.

4. Integrasi Ketiga Model
Ketiga model analisis tidak berdiri sendiri.
a. PESTEL memberikan gambaran makro eksternal.

b. SWOT menilai kekuatan internal Polri dan karakteristik
wilayah.

c. Stakeholder mapping mengidentifikasi aktor yang
membentuk dinamika keamanan.

Ketika digabungkan, ketiga model ini menghasilkan profil
wilayah komprehensif yang dapat digunakan sebagai dasar
penyusunan rencana operasi, strategi pencegahan konflik,
penempatan personel, hingga perumusan kebijakan
keamanan wilayah terpadu.

5. Contoh Analisis Lingkungan Kewilayahan
a. Contoh Analisis PESTEL.
Wilayah Contoh: Kabupaten Serang
1)  political (politik).

a) dinamika politik lokal menuju pilkada
meningkatkan potensi mobilisasi massa.
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b) pengaruh tokoh agama dan ormas
keagamaan sangat kuat dalam opini publik.

c) pertentangan antar-elite desa dalam
perebutan jabatan struktural meningkatkan
tensi horizontal.

2) economic (ekonomi).

a) kawasan industri cikande—kragilan menarik
migrasi besar-besaran buruh pendatang.

b) ketimpangan pendapatan antara pekerja
industri dan  warga lokal memicu
kecemburuan sosial.

c) UMKM lokal tertekan persaingan dengan
pelaku ekonomi eksternal.

3) social (sosial).

a) keragaman etnis dan agama berpotensi
menciptakan fault lines antar-kelompok.

b) akses pendidikan rendah di beberapa
kecamatan meningkatkan kerentanan
terhadap provokasi.

c) nilaiadat dan religiusitas tinggi, berpengaruh
pada penerimaan kebijakan keamanan.

4) technological (teknologi).

a) sistem CCTV terpasang di kawasan industri,
namun belum terintegrasi ke command

center.

b) penyebaran informasi di media sosial sangat
cepat, berpotensi menjadi sarana
disinformasi.

c) minimnya penggunaan teknologi deteksi dini
di kawasan rawan kriminalitas.

5) environmental (lingkungan).

a) risiko banjir musiman di wilayah pesisir
berpotensi menciptakan gangguan
kamtibmas sekunder.

b) kedekatan wilayah dengan jalur transportasi
nasional meningkatkan kerawanan
kecelakaan.

c) kawasan industri menghasilkan potensi
bahaya kebakaran dan kecelakaan kerja.
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6)

legal (hukum).
a) penegakan perda belum optimal, terutama
terkait ketertiban umum.

b) inkonsistensi peraturan desa menciptakan
ruang abu-abu dalam penanganan sengketa
lahan.

c) perusahaan belum sepenuhnya mematuhi
standar keamanan industri.

b.  Contoh Analisis SWOT.
Wilayah Contoh: Polres Kabupaten Serang

1)

2)

3)

4)

strengths (kekuatan)

a) memiliki satuan fungsi lengkap (Intelkam,
Sabhara/Samapta, Reskrim, Binmas, Lantas).

b) jaringan FKPM aktif di beberapa desa.

c) dukungan pemda cukup kuat dalam
penyediaan sarana prasarana.

weaknesses (kelemahan).

a) rasio polisi-penduduk rendah, tidak
sebanding dengan luas wilayah.

b) koordinasi antar fungsi belum optimal dalam
pengelolaan informasi.

c) kemampuan teknologi pemantauan masih
terbatas (CCTV tidak merata).

opportunities (peluang).

a) kawasan industri siap bekerja sama dalam
pengamanan terpadu.

b) pemda berencana membangun command
center kabupaten.

c) tokoh agama dan adat bersedia terlibat dalam
program pencegahan konflik.

threats (ancaman).
a)  potensi konflik buruh—perusahaan.

b) meningkatnya kasus perkelahian antar-
kelompok pemuda.

c) penyebaran hoaks terkait isu identitas.

d) kerentanan bencana dapat memicu
penjarahan atau ketidakstabilan.
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c. Contoh Stakeholder Mapping

Wilayah Contoh: Penanganan Konflik Sosial di Kawasan

Industri Cikande.

Berikut contoh pemetaan
menggunakan matriks Interest — Influence.

pemangku kepentingan

1)  kelompok stakeholder
Aktor/ Pemangku , .
Kepentingan Kepentingan Pengaruh Analisis Peran
Pengambil  kebijakan
gzgga Kabupaten Tinggi Tinggi daerah, pengendali
9 regulasi
NI Penguatan  stabilitas
. : Sedang Tinggi dan bantuan
(Koramil/Kodim) kontinjensi
Menyiapkan keamanan
Perusahaan Tingai Tingai internal dan
kawasan industri 99 99 mempengaruhi
ekonomi daerah
Tokoh agama dan Tingai Sed Z’engaruh opinil put?lik
ormas lokal inggi edang an penyelesaian
konflik
Kelompok
o Aktor utama dalam
bur_uh/pengurus Tinggi Sedang dinamika tensi sosial
serikat
Ormas pengawas
LSM lokal/ aktivis Sedang Sedang kebijakan, berpotensi
mempengaruhi massa
Media lokal Sedang Tinggi Men'gendallkan narasl
publik
Warga sekitar N Sumber informasi akar
(komunitas lokal) Tinggi Rendah rumput
Kelompok pemuda/ Sedang Rendah Rentan termobilisasi

komunitas online

oleh isu tertentu

2)

ringkasan analisis

a) stakeholder paling kritis (High Interest — High
Influence)
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Pemda, perusahaan, Polri, dan sebagian
ormas besar.

b) stakeholder sensitif (High Interest — Low
Influence)
Kelompok buruh dan warga lokal yang
berpotensi terdampak konflik.

c) stakeholder berpengaruh namun tidak
berkepentingan langsung (Low Interest — High
Influence)

TNI, media lokal.

d) stakeholder utama dalam penyelesaian
konflik sosial
Tokoh adat, tokoh agama, pemda, buruh, dan
keamanan industri.

d. Integrasi ketiga analisis.

Jika ketiga model dipakai bersama dalam satu wilayah,
hasilnya:

1) PESTEL memberi gambaran ekosistem risiko
regional.

2) SWOT menilai kesiapan dan kapasitas Polri
merespons ancaman.

3) stakeholder mapping memetakan siapa yang harus
dikelola, dilibatkan, atau diwaspadai.

Kombinasi ini menghasilkan fondasi untuk:

1) penyusunan rencana operasi.

2) perumusan kebijakan keamanan wilayah.
3) penentuan prioritas pengamanan.

4) perancangan strategi pencegahan konflik.

B. Isu Strategis, Aktor, dan Potensi Konflik Berdasarkan Kondisi
Sosial, Politik, Ekonomi, dan Keamanan Wilayah

Identifikasi isu strategis dan pemetaan aktor merupakan
langkah penting dalam analisis kewilayahan untuk mendeteksi
potensi konflik serta merumuskan strategi pengamanan wilayah
yang presisi. Dalam konteks keamanan wilayah, isu strategis tidak
hanya bersumber dari ancaman kriminalitas, tetapi juga dari
dinamika sosial, politik, ekonomi, dan faktor keamanan lainnyayang
dapat memicu instabilitas. Oleh karena itu, Polri perlu mendekati
proses identifikasi ini secara menyeluruh, berbasis data, dan
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mempertimbangkan interaksi antaraktor yang berperan dalam
membentuk situasi keamanan.

1. Mengidentifikasi Isu Strategis Wilayah

Isu strategis adalah persoalan penting yang berpotensi
memengaruhi stabilitas wilayah dan membutuhkan perhatian
khusus Polri. Identifikasi isu dilakukan melalui analisis tren,
data empiris, dan informasi intelijen. Isu strategis biasanya
muncul dari empat dimensi utama:

a. Dimensi sosial.

1) ketegangan antar-kelompok masyarakat (etnis,
agama, organisasi).

2) menurunnya kohesi sosial akibat urbanisasi atau
migrasi pendatang.

3) meningkatnya potensi intoleransi dan radikalisasi
berbasis identitas.

4) kerentanan remaja terhadap kenakalan, geng
motor, dan perkelahian antar-kelompok.

b. Dimensi politik.

1) polarisasi politik menjelang pemilu/pilkada yang
memicu konflik antarpendukung.

2) persaingan elite lokal yang memanfaatkan isu
identitas atau ekonomi.

3) gerakan massa yang dipolitisasi dan rentan
dimanfaatkan pihak tertentu.

4) ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan
pemda yang dapat memicu protes.

C. Dimensi ekonomi.

1) ketimpangan kesejahteraan antara penduduk lokal
dan pekerja pendatang.

2) konflik industrial (buruh—perusahaan) yang
berpotensi meluas.

3) pengangguran tinggi yang meningkatkan peluang
kriminalitas.

4) masalah sengketa lahan dan perebutan sumber
daya ekonomi di desa.

d. Dimensi keamanan.

1) tingginya angka kriminalitas di daerah rawan
(curas, curat, curanmor, narkoba).
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2)

3)

4)

hadirnya kelompok kriminal terorganisir atau
sindikat tertentu.

minimnya fasilitas keamanan seperti CCTV dan
penerangan jalan.

kerawanan bencana alam yang dapat berdampak
pada kamtibmas sekunder.

Isu strategis inimemperlihatkan dimana Polriharus

memusatkan perhatian untuk mencegah eskalasi dan
menjaga stabilitas daerah.

2. ldentifikasi Aktor Kunci dalam Dinamika Wilayah

Dinamika keamanan wilayah dipengaruhi oleh berbagai
aktor formal maupun informal, baik yang mendukung stabilitas
maupun yang berpotensi menciptakan konflik.

a. Aktor pendukung stabilitas.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

Polri: pemimpin koordinasi keamanan wilayah.

TNI: penjaga stabilitas pertahanan dan cadangan
kekuatan kontinjensi.

pemerintah daerah: pembuat kebijakan lokal dan
penyedia fasilitas publik.

tokoh agama dan tokoh adat: pemegang otoritas
moral dan penyelesai konflik secara tradisional.

perusahaan dan pelaku usaha: penyedia lapangan
kerja serta mitra keamanan objek vital.

komunitas lokal dan FKPM: mitra utama dalam
community policing.

b.  Aktor berpotensi mengganggu stabilitas.

1)
2)
3)
4)

5)

kelompok intoleran atau radikal yang
memanfaatkan isu agamal/identitas.

kelompok kepentingan politik, terutama pada masa
kontestasi elektoral.

geng pemuda, geng motor, dan kelompok informal
yang rawan benturan.

serikat buruh garis keras dalam kondisi konflik
industrial.

Provokator lokal yang menyebarkan isu dan agitasi
melalui media sosial.
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Mengidentifikasi aktor membantu Polri merancang
strategi komunikasi, pendekatan keamanan, dan pola
mitigasi konflik yang lebih efektif.

3. ldentifikasi Potensi Konflik Wilayah

Potensi konflik muncul ketika terdapat interaksi negatif antara
isu strategis dan aktor tertentu dalam kondisi wilayah yang
rentan. Polri perlu memetakan jenis konflik, tingkat eskalasi,
dan pemicu utamanya.

a.

Konflik sosial komunal.
1)  berlatar belakang suku, agama, atau adat.

2) dipicu oleh provokasi, hoaks, atau gangguan kecil
yang membesar.

3) melibatkan tokoh masyarakat dan massa akar
rumput.

Konflik industrial.

1) Bersumber dari perselisihan buruh—perusahaan:
upah, jam kerja, PHK.

2) Berpotensimengganggu stabilitas kawasan industr
dan transportasi.

Konflik politik electoral.

1) Terjadi menjelang, saat, atau setelah
pemilu/pilkada.

2) Dipicu klaim kecurangan, mobilisasi massa, dan
agitasi kelompok partisan.

Konflik kriminalitas.

1)  Muncul dari aktivitas geng motor, kelompok
kriminal, premanisme, dan narkotika.

2) Di beberapa wilayah dapat berkembang menjadi
konflik horizontal.

Konflik sumber daya dan lahan.

1) Berkaitan dengan sengketa tanah, tambang, tata
ruang, dan proyek strategis.

2) Melibatkan banyak aktor, termasuk pemda,
perusahaan, dan warga lokal.

Konflik bencana dan kegiatan sosial ekonomi.

1) Banjir, kebakaran, atau bencana alam sering
memicu penjarahan, perebutan bantuan, atau
kerusuhan spontan.
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4. Menghubungkan Isu Strategis — Aktor — Potensi Konflik

Untuk menghasilkan gambar besar (big picture), hubungan
ketiganya harus dipahami dalam satu alur analitis:

a. Isu

strategis

menimbulkan

sosial/ekonomi/politik.

tekanan

b. Tekananinimenciptakan opportunity structure bagi aktor
tertentu.

c. Actor tersebut dapat memicu atau meredam konflik,
tergantung kepentingannya.

d. Ketika tekanan dan aktor tidak dikelola dengan baik,
maka timbul potensi konflik.

Contoh:

Isu ketimpangan ekonomi

— dimanfaatkan oleh aktor

provokatif buruh garis keras — meningkatnya potensi konflik
industrial dan kerusuhan massa.

Analisis Isu — Aktor — Potensi Konflik

Contoh Wilayah: Kawasan Industri Cikande, Kabupaten

Serang
Isu Strategis Aktor Kunci Kepentingan /| Potensi Konflik
Peran
Ketimpangan Warga lokal, | Warga lokal | Gesekan sosial,
ekonomi pendatang, menuntut akses | demonstrasi
penduduk lokal | perusahaan kerja; warga,
VS pekerja perusahaan diskriminasi
pendatang butuh tenaga
terampil
pendatang
Konflik industrial | Serikat buruh, | Buruh menuntut | Mogok massal,
buruh— HRD kenaikan blokade jalan,
perusahaan perusahaan, upah/keamanan | bentrok  buruh—
Polri, Disnaker kerja security
Polarisasi isu| Tokoh  agama, | Penguatan Konflik
agamal/identitas | ormas, pemuda agenda identitas | horizontal,
dalam kontestasi | provokasi,
lokal sweeping  oleh
ormas tertentu
Penyebaran Komunitas Memobilisasi Kerusuhan
hoaks & | online, opini massa | spontan,
provokasi digital | provokator, untuk isu | pengerahan
influencer lokal politik/ekonomi massa, hate
speech
33

CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK
ANALISIS LINGKUNGAN KEWILAYAHAN DAN SISTEM KEAMANAN TERPADU
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH




SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI

Minimnya
pengawasan
keamanan

Polri,

pemda, | Pengamanan Pencurian,

security industri kawasan belum | perkelahian,

terintegrasi kejahatan jalanan

Sengketa lahan

desa—investor

Warga,

pemda

Rebutan  akses | Unjuk rasa, blokir
ekonomi dan | proyek, bentrok
legitimasi tanah fisik

investor,

Contoh Analisis 4 Wilayah
(Serang, Bekasi, Karawang, Pandeglang)

Setiap wilayah ditulis ringkas, fokus pada isu strategis, aktor,
kerentanan, dan potensi konflik.

a.

Analisis Kewilayahan — Kabupaten Serang

1)

2)

3)

4)

Isu strategis

a) Ketimpangan antara penduduk lokal dan
pekerja pendatang di kawasan industri.

b) Pengaruh kuat ormas keagamaan dalam
dinamika sosial dan politik.

c) Konflik industrial berulang pada perusahaan
besar.

d) Kerentanan terhadap provokasi berbasis
agamalidentitas.

Aktor kunci

a) Perusahaan industri Cikande—Kragilan.

b)  Serikat buruh lokal.

c) Tokoh agama dan ormas besar.

d) Pemerintah Kabupaten Serang.

e) Polridan TNI.

Potensi konflik

a) Konflik buruh—perusahaan yang meluas
menjadi gangguan Kamtibmas.

b) Konflik horizontal antar kelompok identitas.

c) Demonstrasi besar akibat isu
politik’/keagamaan.

d) Penjarahan saat bencana banjir atau
pemadaman listrik besar.

Level risiko
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Tinggi pada kawasan industri dan zona padat
pendatang.

Sedang pada wilayah pedesaan yang homogen.
b. Analisis Kewilayahan — Kabupaten Bekasi
1) Isu strategis

a) Kawasan industri terbesar di Indonesia
(MM2100, EJIP, Delta Silicon) dengan
konsentrasi pekerja pendatang tinggi.

b) Tingginya ketergantungan ekonomi terhadap
sektor manufaktur.

c) Kemacetan dan kriminalitas jalanan.

d) Persaingan ormas lokal dalam pengaruh
sosial dan keamanan informal.

e) Tingginya dinamika buruh dan aksi massa.
2)  Aktor kunci

a) serikat buruh besar (KSPI, FSPMI).

b) perusahaan multinasional & kawasan industri.
c) pemuda lokal dan ormas tertentu.

d) pemerintah kabupaten dan pemerintah kota

Bekasi.
e) Polres Metro Bekasi dan TNI Kodim 0509.
3) Potensi konflik

a) aksi mogok kerja nasional yang memblokade
jalan tol.

b) konflikantara ormas dalam perebutan "lahan
pengamanan".

c) konflik buruh—perusahaan yang memancing
solidaritas lintas kawasan.

d) konflik politik elektoral yang melibatkan
mobilisasi massa.

4) Levelrisiko

Sangat Tinggi pada zona industri & jalur
transportasi strategis.

Sedang pada area permukiman baru.
c. Analisis Kewilayahan — Kabupaten Karawang

1) Isu strategis
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a) ketergantungan ekonomi terhadap sektor
industri dan kawasan KIIC, KIM, Surya Cipta.

b) pengangguran dan kesenjangan ekonomi
cukup tinggi.

c) tradisi lokal yang kuat memengaruhi
penerimaan perubahan.

d) persoalan klasik sengketa lahan dengan
perusahaan/investor.

e) konflik buruh yang cukup intens sepanjang
tahun.

2)  Aktor kunci
a) serikat pekerja besar.
b) tokoh adat sunda dan pemuka agama.
c) perusahaan otomotif dan manufaktur.
d) Pemda Karawang.
e) kelompok pemuda lokal.

3) Potensi konflik.

a) Konflik industrial yang memicu demonstrasi
besar dan pemblokiran jalur pantura.

b) Sengketa tanah antara warga dan
pengembang yang mengundang mobilisasi
massa.

c) Kerawanan kriminalitas (curanmor, begal)
yang memicu vigilante justice.

d) Polarisasi politik lokal menjelang Pilkada.
4) Levelrisiko.
Tinggi pada lintas industri dan jalur pantura.

Sedang pada kawasan pedesaan yang relatif
homogen.

d. Analisis Kewilayahan — Kabupaten Pandeglang
a. Isu strategis.

a) tingkat ekonomi daerah relatif tertinggal
dibanding Serang dan Tangerang.

b) kerentanan bencana (tsunami, banjir, gempa)
yang tinggi.
c) keterbatasan infrastrukturdan layanan publik.
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d) pengaruh kelompok keagamaan tradisional
cukup kuat.

e) potensi intoleransi dan penyebaran paham
radikal di beberapa titik.

b.  Aktor kunci.
tokoh agama pesantren Salafiyah.
Pemda Pandeglang.

a)
b)
c) komunitas nelayan dan petani.
d) kelompok pemuda lokal.

e)

BPBD dan lembaga relawan.
c. Potensi konflik.

a) konflik sosial kecil yang meluas akibat isu
agama/kepercayaan.

b) ketegangan warga dengan pemerintah atas
kebijakan tata ruang atau bantuan bencana.

c) kerawanan kriminalitas pasca bencana
(penjarahan/logistik).

d) perlawanan terhadap proyek infrastruktur
strategis.

d. Level risiko

Sedang-Tinggi pada daerah pesisir dan zona
rawan bencana.

Rendah pada wilayah pedesaan pedalaman
dengan kohesi sosial kuat.

C. Data Kepolisian (Crime Data dan Pola Kejadian Menonjol)
untuk Memahami Tren Ancaman

Analisis data kepolisian merupakan langkah strategis dalam
pengelolaan keamanan wilayah karena memberikan gambaran
empiris tentang dinamika gangguan kamtibmas yang terjadi di
lapangan. Crime data tidak hanya mencatat angka kriminalitas,
tetapi juga memetakan pola, konteks, aktor, dan karakter ancaman
yang berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian,
kemampuan menganalisis data kriminal menjadi instrumen utama
bagi pimpinan Polri dalam merumuskan kebijakan berbasis bukt
(evidence-based policing), menentukan prioritas pengamanan,
serta mengembangkan strategi pencegahan yang presisi.
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Mengidentifikasi Tren Kriminalitas Melalui Crime Data

Crime data berisi informasi kuantitatif dan kualitatif
tentang tindak pidana yang terjadi dalam suatu wilayah.
Analisisnya meliputi:

a. Volume dan frekuensi kejahatan

1) berapa jumlah kasus yang terjadi dalam periode
tertentu (harian, mingguan, bulanan, tahunan).

2) tren kenaikan atau penurunan sebagai indikator
perubahan situasi keamanan.

b. Jenis kejahatan yang dominan

1)  menyoroti jenis kejahatan spesifik seperti curas,
curanmor, narkoba, penganiayaan, kekerasan
seksual, atau kriminalitas siber.

2) memetakan kejahatan yang menonjol dan
berdampak besar pada rasa aman masyarakat.

c. Waktu dan lokasi kejadian (temporal—spatial patterns)

1) Hari tertentu, jam tertentu, atau musim tertentu
ketika kejahatan meningkat signifikan.

2) Pola lokasi: jalur rawan, kawasan industri, pasar,
tempat hiburan malam, pemukiman padat.

d. Korban dan pelaku (demografi dan karakteristik)

1) usia, jenis kelamin, pekerjaan, relasi antara korban
dan pelaku.

2) menilai apakah pelaku berasal dari kelompok
pemuda, pekerja, geng motor, atau preman lokal.

Analisis awal ini menghasilkan gambaran umum mengenai
tingkat keamanan wilayah dan titik-tittk rawan yang
membutuhkan perhatian khusus.

Mendeteksi Pola Kejadian Menonjol (Crime Pattern
Recognition)

Pola kejadian menonjol (significant incident pattern)
digunakan untuk memahami dinamika kejahatan yang bersifat
berulang atau mengandung karakter khusus.

a. Polaberulang (repetitive pattern)

1) kejahatan yang terjadi di lokasi yang sama dalam
durasi tertentu.

2) misalnya, serangkaian curanmor di parkiran
kawasan industri setiap akhir pekan.
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b. Pola mengelompok (clustered pattern).

1)  kejadian kriminal yang terkonsentrasi dalam area
kecil.

2) contoh: begal yang beroperasi dalam radius 2 km
sekitar jalan arteri.

c. Polaberdasarkan modus operandi.

1) identifikasi modus pelaku yang sama: alat yang
digunakan, metode, target, waktu.

2) misalnya pencurian toko dengan modus merusak
rolling door menggunakan linggis.

d. Pola berbasis kelompok atau jaringan.

1) tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok
tertentu atau jaringan terorganisir.

2) termasuk geng motor, kelompok kriminal
terorganisir, dan sindikat narkoba.

e. Polaberdasarkan konteks sosial

1)  kejahatan yang muncul bersamaan dengan isu
sosial-ekonomi tertentu.

2) contoh: peningkatan kejahatan jalanan saat
menjelang lebaran atau saat PHK massal.

Dengan memahami pola ini, Polri dapat merancang operasi
yang lebih tepat sasaran, menentukan waktu patroli, serta
menyusun strategi pencegahan yang efektif.

3. Mengintegrasikan Crime Data dengan Analisis Risiko Wilayah

Data kriminal tidak berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan
kondisi kewilayahan untuk memahami struktur ancaman.

Beberapa integrasi penting:
a. Crime hotspot analysis

Menggunakan data lokasi untuk membuat peta titik
rawan (hotspot map), sehingga Polri dapat:

1)  Mengalokasikan patroli secara presisi.

2) Mengidentifikasi kawasan dengan intensitas
ancaman tinggi.

3) Mengembangkan strategi pengamanan wilayah
berbasis geospasial.

b.  Trend projection (peramalan tren).
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Contoh Analisis Crime Data (Sederhana) — Polres Bekasi

Memproyeksikan potensi peningkatan kriminalitas
berdasarkan pola masa lalu:

1) apakah jenis kejahatan tertentu meningkat secara
konstan?

2) apakah ada pola musiman atau terkait momen
khusus (pilkada, THR, liburan panjang)?

Root-cause analysis

Menganalisis akar penyebab kriminalitas:

1) ekonomi (PHK, pengangguran).

2) sosial (geng motor, minuman keras, narkoba).
3) politik (mobilisasi massa).

4) pengawasan lingkungan yang lemah.

Early warning — early action

Data trend kriminal menjadi indikator untuk:

1) peringatan dini ancaman.

2) penempatan personel preventif.

3) penindakan cepat sebelum berkembang menjadi
gangguan nyata.

Variabel Temuan Data
Volume 78 kasus dalam 3 bulan terakhir, meningkat 35%
curanmor
Waktu 1l 5m 01.00-04.00 dini hari
kejadian
Lokasi Perumahan padat & jalur alternatif menuju kawasan indus
Pola Pelaku 2—-3 orang, menggunakan motor, modus kunci T
Aktor Kelompok pemuda lokal + pelaku pendatang
Faktor Mobilitas malam hari pekerja shift; lingkungan gelap ta
Pemicu CCTVv

Kesimpulan:

Hotspot terletak pada area permukiman pekerja industri.Peru
joint operation Sabhara—Reskrim—Lantas dengan patroli
terarah dan pemasangan penerangan/CCTV.
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D.

Manfaat analisis data bagi pengambilan keputusan
pimpinan Polri

1) menentukan prioritas operasi kepolisian.

2) mengarahkan penempatan personel (Samapta,
Reskrim, Lantas).

3) Memfokuskan kegiatan Binmas pada daerah
rawan.

4) mengukur efektivitas tindakan kepolisian (kinerja
berbasis evidens).

5) membantu koordinasi dengan pemda dan
stakeholder dalam penanganan kriminalitas.

Peta Ancaman dan Peta Risiko Keamanan Wilayah (Threat Map

and Risk Map)
1. Tujuan Operasional
a. Mengidentifikasi sumber ancaman aktual maupun
potensial di wilayah.
b. Mengklasifikasi tingkat ancaman berdasarkan tingkat
niat (intent) dan kemampuan (capability) aktor.
c. Menilai risiko keamanan berdasarkan probabilitas dan
dampak ancaman.
d. Menyajikan output analitis yang menjadi dasar

pengambilan keputusan strategis dan penyusunan
rencana operasi.

Definisi Operasional

a.

Threat map (peta ancaman).

Representasi visual dan analitis tentang lokasi, karakter,
pola, aktor, dan dinamika ancaman yang berpotensi
menimbulkan gangguan keamanan wilayah.

Risk map (peta risiko).

Representasi tingkat risiko hasil integrasi antara
probabilitas ancaman dan tingkat dampaknya terhadap
stabilitas keamanan wilayah.

Prosedur Operasional Penyusunan Threat Map

a.

Langkah 1. Pengumpulan Data Ancaman
Sumber data:

CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK 41

ANALISIS LINGKUNGAN KEWILAYAHAN DAN SISTEM KEAMANAN TERPADU

SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH




SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI

1)
2)

3)
4)
5)

intelijen keamanan (Baintelkam/Intelkam
kewilayahan).

informasi operasi (Opsnal Reskrim, Narkoba,
Lantas, Sabhara, Brimob).

data eksternal: Pemda, TNI, BIN, BNPB, BMKG.
media sosial dan analitik digital.

laporan masyarakat dan community policing
network.

b. Langkah 2. Klasifikasi Ancaman

Klasifikasi menurut tipologi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

kejahatan konvensional.

kejahatan transnasional.

terorisme dan radikalisme.

konflik sosial.

ekstremisme berbasis identitas.

bencana alam dan bencana sosial.

kejahatan siber.

ancaman terhadap objek vital nasional/strategis.
gangguan kamtibmas berbasis politik dan ekonomi.

c. Langkah 3. Penilaian “Intent & Capability” Aktor
Ancaman

1)

2)

intent: motivasi, niat, dorongan ideologi, tekanan
ekonomi, dinamika politik.

capability: sumber daya, jaringan, alat, akses
lokasi, pengaruh.
skala penilaian: rendah — sedang — tinggi.

d. Langkah 4. Analisis Pola dan Tren Ancaman

1)
2)

3)

analisis hotspot, heat map, time series, dan modus
operandi.

identifikasi periode rawan (hari besar, kontestasi
politik, puncak musim, dll.).

menentukan triggering factors yang memicu
eskalasi.

e. Langkah 5. Penyajian Threat Map

Gunakan format operasional:

1)

peta wilayah + simbol ancaman.
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4.

5.

2) daftar prioritas ancaman.
3) grafik tren.

4) ringkasan analitis 1 halaman (executive summary).

Prosedur Operasional Penyusunan Risk Map

a.

Langkah 1. Menentukan variabel risiko
Dua variabel kunci:

1) probabilitas: frekuensi, kecenderungan, dan
potensi terjadi.

2) dampak: skala gangguan (keamanan publik,
ekonomi, politik, sosial).

Langkah 2. Penilaian risiko

Gunakan matriks risiko (3x3 atau 5x5):
1) risiko rendah.

2) risiko sedang.

3) risiko tinggi.

4) risiko kritis (high impact— low probability, atau high
impact — high probability).

Langkah 3. Penyusunan risk map

Elemen wajib:

1) area berwarna (zona: hijau—kuning—merah).
2) jenis ancaman per zona.

3) tingkat prioritas respons.

4) dampak potensial terhadap fungsi keamanan
wilayah.

Langkah 4. Output keputusan

Risk map digunakan untuk:

1) Penentuan prioritas operasi kepolisian.

2) Alokasi sumberdaya (personel, sarana, anggaran).
3) Penyusunan rencana kontinjensi (Rencon).

4) Pembentukan pola kolaborasi lintas sektoral.

5) Penguatan sistem peringatan dini (early warning—
early action).

Indikator Keberhasilan
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a. Ancaman terpetakan secara komprehensif berdasarkan
data multi-sumber.

b. Risk map akurat dan dapat diverifikasi melalui after
action review.

c. Kebijakan keamanan wilayah menjadi lebih terarah,
terukur, dan efisien.

d. Terjadi peningkatan respon cepat pada titik-titik rawan.

e. Adanya sinkronisasi threat-risk map antara Polres,
Polda, dan Mabes.

6. Contoh Penggunaan dalam Operasional
a. Mapping potensi konflik sosial menjelang Pilkada.

b. Mapping kerawanan kriminalitas pada wilayah urban—
perkotaan padat.

c. Risk mapping untuk kesiapsiagaan bencana (banijir,
gempa, longsor).

d. Analisis ancaman siber terhadap pusat pemerintahan
daerah.

e. Identifikasi ancaman ekstremisme di wilayah tertentu
berdasarkan pola rekrutmen.
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POKOK BAHASAN 3

MERANCANG SISTEM KEAMANAN WILAYAH
TERPADU YANG ADAPTIF, KOLABORATIF, DAN
BERBASIS TEKNOLOGI

Merancang sistem keamanan wilayah terpadu merupakan
kebutuhan strategis Polri dalam menghadapi spektrum ancaman yang
semakin kompleks, dinamis, dan sulit diprediksi. Pada era ketika
gangguan keamanan tidak lagi muncul secara linear, melainkan
berbentuk hibrida yang menggabungkan dimensi kriminal, sosial, digital,
dan geopolitik, pendekatan keamanan tradisional yang bersifat sektoral
tidak lagi memadai. Keamanan wilayah membutuhkan arsitektur yang
mampu mendeteksi perubahan cepat, merespons secara terkoordinasi,
serta memanfaatkan teknologi sebagai akselerator keputusan. Hal ini
menjadikan desain sistem keamanan wilayah bukan lagi sekadar
penyusunan prosedur operasional, melainkan rekayasa menyeluruh
terhadap bagaimana fungsi kepolisian, pemangku kepentingan, dan
masyarakat terhubung dalam ekosistem keamanan yang hidup dan
responsif.

Adaptivitas menjadi karakter utama dalam sistem keamanan
wilayah modern. Lingkungan strategis yang berubah cepat—mulai dari
dinamika politik, pergerakan sosial, perkembangan teknologi,hinggatren
kejahatan transnasional—menuntut Polri memiliki kemampuan untuk
menyesuaikan strategi, struktur, dan mekanisme respons tanpa
kehilangan arah. Sistem keamanan yang adaptif bukan hanya mampu
mendeteksi ancaman baru, tetapi juga mampu memodifikasi pola operasi
agar sesuai dengan konteks lokal dan dinamika masyarakat. Hal ini
mencakup kemampuan membaca sinyal-sinyal lemah (weak signals),
mengelola ketidakpastian, serta menerapkan pendekatan yang fleksibel
dalam penanganan isu-isu keamanan.

Namun adaptivitas saja tidak cukup. Keamanan wilayah adalah
hasil dari kolaborasi. Tidak ada satu fungsi kepolisian yang memiliki
kapasitas penuh untuk menangani seluruh spektrum ancaman. Sistem
keamanan terpadu menuntut hubungan kerja yang solid antar fungsi
Polri—intelijen, Reskrim, Samapta, Binmas, dan Lantas—serta sineryi
dengan TNI, pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana,
tokoh masyarakat, sektor swasta, dan komunitas warga. Kolaborasi ini
bukan hanya berupa koordinasi formal, tetapi integrasi informasi,
keselarasan tujuan, mekanisme respons bersama, serta pembangunan
kepercayaan antara institusi dan masyarakat sebagai aktor utama
keamanan wilayah.
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Pada saat yang sama, transformasi teknologi menjadi elemen kunci
dalam merancang sistem keamanan modern. Teknologi informasi,
analitik data, kecerdasan buatan, jaringan sensor, sistem kamera cerdas,
dan platform komando terpadu memberikan keunggulan strategis bagi
Polri untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kualitas keputusan.
Sistem keamanan berbasis teknologi memungkinkan pembacaan situasi
secara real time, penyusunan petaancaman dan risikoyang lebih presisi,
serta pengoptimalan sumber daya dengan efisiensi tinggi. Dengan
teknologi sebagai tulang punggung, Polri dapat membangun sistem
keamanan wilayah yang proaktif, prediktif, dan terukur.

Dengan demikian, merancang sistem keamanan wilayah terpadu
yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi bukan hanya wacana
teoretis, tetapi merupakan kebutuhan mendesak bagi institusi kepolisian
yang ingin tetap relevan dan efektif dalam menjalankan mandat
pelayanan publik. Pengembangan sistem ini menjadi tanggung jawab
strategis para pemimpin menengah Polri, yang kelak akan memegang
peran kunci dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memastikan
kehadiran negaramelaluilayanan keamananyangpresisi, responsif,dan
terpercaya.

A. Model Integrasi Fungsi Kepolisian (Intelijen, Reskrim,
Samapta, Binmas, Lantas) dalam Sistem Keamanan Wilayah

1. Tujuan Operasional

a. Membangun pola kerja terpadu antar fungsi teknis
kepolisian untuk memperkuat sistem keamanan wilayah.

b. Menghilangkan silo antar-fungsi sehingga informasi,
analisis, dan respons dapat bergerak cepat dan akurat.

c. Menjamin bahwa setiap fungsi memberikan kontribusi
komplementer sesuai mandat, namun bekerja dalam
satu security architecture yang sama.

d. Menghasilkan model integrasi yang dapat diterapkan di
Polda/Polres, serta relevan untuk penanganan ancaman
dinamis.

2. Prinsip Dasar Integrasi Fungsi dalam Sistem Keamanan
Wilayah

a. Unity of intelligence.

Setiap proses pengambilan keputusan berbasis pada
informasi tunggal yang terintegrasi dari seluruh fungsi
(intelijen—operasional-binmas—lantas).

b.  Unity of effort.
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Seluruh fungsi mengarahkan sumber daya pada tujuan
keamanan wilayah yang sama.

Respons kolaboratif.

Setiap ancaman ditangani melalui joint response tanpa
fragmentasi kewenangan.

Early warning — early action

Integrasi fungsi memastikan siklus deteksi—analisis—
respons terjadi secara cepat dan simultan.

Accountability

Tiap fungsi memiliki indikator kinerja yang saling terkait
dan tidak saling tumpang tindih.

3. Arsitektur Model Integrasi Fungsi Kepolisian

Model integrasi pada sistem keamanan wilayah dapat
dibangun melalui empat komponen utama berikut:

Integrated Intelligence Cycle

Siklus informasi dan intelijen disatukan dengan kontribusi dari
seluruh fungsi:

a.

Intelijen Keamanan (Leading)

1) deteksi dini, profiling ancaman, pemetaaan risiko.
2) analisis strategis dan rekomendasi tindakan.
Reskrim

1) informasi hasil penyidikan sebagai feedback
terhadap intelijen.

2) analisis modus, jaringan, dan pola kejahatan untuk
memperkaya threat map.

Samapta / Sabhara

1) Pelaporan situasional (real-time field report).
2) Data kerawanan pada hotspot patroli.
Binmas

1) Informasi berbasis masyarakat (community policing
intelligence).

2) Tren perubahan sosial dan potensi konflik.
Lantas

Data mobilitas, arus pengungsian/kerumunan, titik rawan
kecelakaan, dan indikator stabilitas publik.

CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK 4

ANALISIS LINGKUNGAN KEWILAYAHAN DAN SISTEM KEAMANAN TERPADU

SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH




SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI

Output: Integrated Security Dashboard sebagai basis
keputusan Kapolres/Kapolda.

Integrated Operational Response Model

Model respons operasi terpadu terhadap ancaman.

a.

Intelijen — Trigger Operasi
Memberikan peringatan dini dan rekomendasi respons.
Reskrim — Penegakan Hukum Presisi

Melakukan tindakan penindakan pascakejadian dan
penangkalan hukum.

Samapta — Preventif & Quick Response

Mobilisasi kekuatan siap gerak dalam pencegahan dan
penanganan awal.

Binmas — Intervensi Sosial & Deradikalisasi Komunitas

Pembangunan kepercayaan, rekonsiliasi konflik,
program problem-solving masyarakat.

Lantas — Manajemen Mobilitas Keamanan Wilayah
Pengamanan rute,pengaturan arus,dukungan evakuasi.

Output: Joint Operational Plan (JOP) untuk setiap isu
prioritas keamanan wilayah.

Integrated Security Governance

Pengelolaan sistem keamanan wilayah dalam kerangka
manajemen berbasis bukti.

Terdiri dari:

a. Forum Analisis Keamanan Wilayah (FAKW) — rapat
mingguan analisis ancaman.

b. Kolaborasi Lintas Sektor — TNI, Pemda, BNPT, BNPB,
Basarnas, ORMAS, dan komunitas lokal.

c. Dashboard Kinerja Keamanan Wilayah — indikator
outcome, bukan hanya output.

d. Keselarasan Renstra — Renops, Renja, Renstra Polda—

Polres.

Output: Keselarasan program lintasfungsidalamsatu security
governance framework.

Integrated Learning & After Action Review (AAR)

Integrasi fungsi dipertahankan melalui siklus pembelajaran:

a.

Evaluasi operasi terpadu (AAR).
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Pembaruan SOP lintas fungsi.
Berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antar-fungsi.

Pelatihan jointtactical training untuk operasi penanganan
ancaman kompleks.

Output:  Peningkatan kapasitas organisasi secara
berkelanjutan.

4.  Alur Operasional Integrasi Fungsi (Operational Flow)

a.

Early Detection —
Intelijen + Binmas — laporan awal, indikasi ancaman.

Joint Analysis —
Integrasi  data  intel-reskrim—sabhara—lantas —
threat/risk mapping.

Decision Making —
Kapolres/Kapolda menetapkan opsi respons (soft,
moderate, hard intervention).

Joint Deployment —

Samapta (preventif), Reskrim (penegakan hukum),
Lantas (pengamanan mobilitas), Binmas (intervensi
sosial).

Stabilization —
Pemulihan kondisi melalui monitoring Binmas—Intel—
Sabhara.

AAR & Pembelajaran —
Perbaikan sistem keamanan wilayah.

5. Indikator Keberhasilan Integrasi Fungsi

a.

e.

f.

Kecepatan alurinformasi antar fungsi (< 10 menit pada
kejadian prioritas).

Terbentuknya common operating picture dalam
penanganan setiap ancaman.

Penurunan fragmentasi dan duplikasi kegiatan antar
fungsi.

Efektivitas operasi gabungan (tingkat keberhasilan vs.
sumber daya).

Peningkatan kualitas threat map dan risk map.
Kenaikan kepercayaan publik terhadap Polri.

6. Contoh Implementasi di Lapangan (Operational Scenarios)

a.

Penanganan Konflik Sosial
1) Intelijen memberikan indikator eskalasi.
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2) Binmas mereduksi ketegangan komunitas.
3) Samapta mengamankan area rawan.
4) Reskrim menindak aktor provokatif.

5) Lantas mengaturarus untuk mencegah kerumunan
liar.

b. Operasi Kejahatan Siber
1) Intelijen mengidentifikasi ancaman digital.
2) Reskrim menangani investigasi teknis.
3) Binmas memberikan literasi digital ke masyarakat.

4) Lantas mendukung pengamanan infrastruktur jika
terjadi kerusakan publik.

C. Bencana Alam Besar

1) Inteliien memprediksi risiko secara terintegrasi
dengan BMKG/BNPB.

2) Samapta melakukan SAR.
3) Binmas mengoordinasikan komunikasi publik.
4) Lantas menangani jalur evakuasi.

5) Reskrim mengamankan barang masyarakat di
wilayah terdampak.

B. Kebutuhan Teknologi Keamanan Wilayah

1.

Pengantar Teknologi sebagai Tulang Punggung Keamanan
Modern

Penentuan kebutuhan teknologi keamanan wilayah
merupakan fondasi strategis bagi Polri dalam membangun
sistem keamanan yangresponsif, prediktif, dan terukur. Dalam
lanskap ancaman yang semakin kompleks dan cepat berubah,
teknologi tidak lagi diposisikan sebagai komponen tambahan,
melainkan sebagai katalis utama yang mempercepat proses
deteksi, analisis, dan respons operasional. Oleh karena itu,
kebutuhan teknologi harus dianalisis secara komprehensif
dengan mempertimbangkan karakteristik ancaman wilayah,
kemampuan organisasi, serta dinamika sosial yang ada.

CCTV Cerdas sebagai Sensor Lapangan Utama

CCTV modern merupakan elemen pertama yang
menentukan kemampuan pemantauan ruang publik secara
real time. Di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, CCTV
tidak lagi berfungsi sebatas alat dokumentasi pascakejadian,
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tetapi menjadi sensor aktif yang mampu mendeteksi
pergerakan abnormal, kerumunan berlebih, hingga identifikasi
kendaraan dan individu tertentu melalui kecerdasan buatan.
Keberadaan CCTV yang terintegrasi memberikan Polri
kemampuan untuk mengurangi blind spot, mempercepat
intervensi, serta memperkuat kehadiran negara dalam
pengawasan ruang publik. Dengan kata lain, CCTV menjadi
mata sistem keamanan wilayah yang memberi informasi
kontinu kepada seluruh jajaran operasional.

3. Command Center sebagai Pusat Orkestrasi Keamanan
Wilayah

Setiap teknologi pemantauan membutuhkan pusatkendali
sebagai tempat analisis, visualisasi, dan penyusunan
keputusan. Command Center hadir sebagai ruang komando
yang mengintegrasikan data dari CCTV, laporan intelijen,
sensor cuaca, media sosial, hingga sistem penegakan hukum
dalam satu platform analitis. Melalui Command Center,
pimpinan kewilayahan mendapatkan gambaran menyeluruh
tentang situasi keamanan dan dapat mengarahkan respons
lintas fungsi secara cepat dan presisi. Command Centertidak
lagi sekadar ruang monitor, melainkan pusat kendali berbasis
data yang memfasilitasi kerja kolaboratif intelijen, Reskrim,
Samapta, Binmas, dan Lantas dalam satu orkestrasi
keamanan yang terpadu.

4. Big Data Policing untuk Analisis Prediktif Keamanan Wilayah

Dengan volume data yang semakin besar dan beragam,
pendekatan keamanan berbasis analitik menjadi keharusan.
Big Data Policing memungkinkan Polri menganalisis pola
kejahatan, tren sosial, pergerakan massa, hingga dinamika
digital seperti sentimen publik dan potensi provokasi. Seluruh
data tersebut, ketika diolah dengan teknologi analitik,
menghasilkan insight prediktif yang dapat digunakan untuk
menentukan daerah prioritas, waktu kerawanan, serta
karakteristik ancaman yang mungkin berkembang. Big Data
Policing menjadikan Polri bukan hanya responsif terhadap
kejadian, tetapi juga mampu mengantisipasi ancaman
sebelum muncul di lapangan sehingga operasi pencegahan
dapat dilakukan lebih terarah dan efisien.

5. Early Waming System sebagai Mekanisme Deteksi dan
Peringatan Dini

Dalam sistem keamanan modern, kecepatan membaca
perubahan situasi menjadi faktor penentu keberhasilan. Early
Warning System (EWS) berfungsi mendeteksi gejala awal
gangguan keamanan melalui kombinasi sensor, data analitik,
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dan algoritma prediktif. EWS dapat membaca peningkatan
sentimen negatif, pola mobilisasi massa, atau adanya anomali
pada arus lalu lintas yang mengindikasikan potensigangguan.
Pada konteks bencana, EWS terhubung dengan data BMKG
atau BNPB untuk memberikan sinyal dini atas ancaman alam
yangdapat memengaruhistabilitas masyarakat. Dengan EWS
yang berfungsioptimal, Polri memiliki keunggulan waktu untuk
melakukan mitigasi sebelum situasi berkembang menjadi
krisis.
6. Merancang Ekosistem Teknologi yang Terintegrasi

Kebutuhan teknologi keamanan wilayah harus
dirumuskan sebagai satu ekosistem, bukan perangkat yang
berdiri sendiri. CCTV harus terhubung dengan Command
Center; Command Center harus terintegrasi dengan sistem
Big Data Policing; dan keseluruhan informasi yang mengalir
harus mampu diolah menjadi indikator dini dalam Early
Warning System. Ekosistem ini hanya berjalan efektif apabila
didukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten, tata
kelola data yang jelas, serta standar operasional yang
memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat
kapasitas Polri secara keseluruhan. Integrasi inilah yang
membuat teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi menjadi
bagian dari proses pengambilan keputusan yang presisi dan
berbasis bukti.

7. Teknologi sebagai Akselerator Keputusan Keamanan Wilayah

Pada akhirnya, penentuan kebutuhan teknologi keamanan
wilayah adalah langkah untuk memastikan bahwa Polri dapat
menjaga stabilitas keamanan dengan kecepatan dan
ketepatan yang dituntut oleh era modern. Teknologi
memperkuat kemampuan adaptif, memungkinkan kolaborasi
lintas fungsi, dan menciptakan mekanisme prediktif yang
menggeser pendekatan Polri dari reaktif menuju proaktif. Bagi
para pemimpin menengah Polri, memahami dan merancang
kebutuhan teknologi tidak hanya meningkatkan kualitas
operasi, tetapi juga membangun sistem keamanan wilayah
yang lebih aman, efisien, dan dipercaya masyarakat.

C. Mekanisme Koordinasi Lintas Fungsi dan Lintas Sektor untuk
Mendukung Keamanan Wilayah Terpadu

1. Koordinasi sebagai Fondasi Keamanan Wilayah Terpadu

Keamanan wilayah terpadu tidak dapat dibangun hanya
melalui kekuatan internal Polri; ia memerlukan mekanisme
koordinasi yang sistematis, efektif, dan berkelanjutan baik
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lintas fungsi di dalam organisasi maupun lintas sektor dengan
lembaga eksternal. Kompleksitas ancaman saat ini—mulai
dari kriminalitas transnasional, konflik sosial, kejahatan siber,
hingga bencana alam—menuntut pendekatan yang tidak bisa
lagi ditangani secara parsial. Setiap fungsi dalam Polri
memiliki keunggulan masing-masing, dan setiap lembaga
eksternal memiliki mandat yang melengkapi kapasitas Polri.
Karena itu, koordinasi bukan lagi aktivitas administratif, tetapi
merupakan strategi yang menentukan efektivitas sistem
keamanan wilayah secara keseluruhan.

2. Koordinasi Lintas Fungsi di Internal Polri

Koordinasi lintas fungsi di tingkat kewilayahan bertujuan
menghilangkan sekat-sekat sektoral agar intelijen, Reskrim,
Samapta, Binmas, dan Lantas dapat bekerja dalam satu pola
operasi yang harmonis. Pola koordinasi harus dibangun
berdasarkan unity of effort, di mana setiap fungsi memahami
perannya dan berkontribusi terhadap tujuan keamanan
wilayah yang sama. Intelijen menyediakan deteksi dini dan
analisis ancaman; Reskrim memperkuat kepastian hukum
melalui tindakan yustisial; Samapta memastikan kehadiran
preventif di ruang publik; Binmas menstabilkan aspek sosial
dan komunikasi publik; dan Lantas mendukung stabilitas
mobilitas masyarakat.

Koordinasi ini memerlukan mekanisme formal seperti
rapat lintas fungsi, joint threat assessment, serta penyusunan
joint operational plan. Namun yang lebih penting adalah pola
komunikasi yang cair dan real time melalui platform digital
maupun kanal komunikasi cepat. Dengan koordinasi yang
berjalan konsisten, Polri memiliki kemampuan untuk bergerak
serentak ketika menghadapi ancaman prioritas.

3. Koordinasi Lintas Sektor dengan Instansi Pemerintah dan
Non-Pemerintah

Pada tataran eksternal, koordinasi lintas sektor menjadi
kebutuhan strategis mengingat banyak ancaman keamanan
yang bersifat multidimensi. Kerawanan sosial memerlukan
kapabilitas pemerintanh  daerah; ancaman terorisme
memerlukan sinergi dengan BIN dan BNPT; bencana alam
membutuhkan peran aktif BNPB, Basarnas, TNI, dan dinas-
dinas teknis; sementara konflik masyarakat memerlukan
keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi
kemasyarakatan.

Koordinasi lintas sektor harus dibangun dalam kerangka
whole-of-government sekaligus whole-of-community
approach. Ini berarti bahwa Polri tidak bekerja sendirian, tetapi
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bergerak sebagai bagian dari ekosistem keamanan wilayah
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan
mandat, sumber daya, dan kepentingan yang berbeda.
Penyelarasan kepentingan dan pembagian peran yang jelas
akan memperkuat efektivitas respons serta mencegah
terjadinya tumpang tindih kebijakan antar lembaga.

4. Forum Kolaborasi Keamanan Wilayah

Untuk memastikan koordinasi berjalan sistematis,
diperlukan forumkolaborasi yang memiliki struktur, fungsi,dan
agenda yang jelas. Forum Analisis Keamanan Wilayah
(FAKW), misalnya, dapat menjadi wahana konsolidasi lintas
fungsidiinternal Polri, sekaligus mengundang instansi terkait
untuk membahas dinamika ancaman wilayah secara berkala.
Di tingkat daerah, forkopimda memainkan peran penting
dalam menyatukan visi keamanan antara Polri, TNI,
pemerintah daerah, dan kejaksaan.

Selain forum formal, mekanisme koordinasi dapat
diperkuat melalui task force tematik, seperti satgas
penanganan konflik sosial, satgas bencana, atau satgas
kejahatan transnasional. Setiap satgas memiliki aturan main,
rantaikomando, dan indikatorkinerjayang disepakati bersama
sehingga respons keamanan dapat berjalan lebih cepat dan
lebih terukur.

5. Integrasi Informasi sebagai Kunci Koordinasi Efektif

Koordinasi yang efektif hanya dapat terjadi jika seluruh
pihak memiliki akses terhadap informasi yang relevan. Oleh
karena itu, integrasi informasi menjadi inti dari mekanisme
koordinasi lintas fungsi maupun lintas sektor. Platform
bersama seperti security dashboard, pusat data command
center, atau sistem pelaporan digital akan memungkinkan
seluruh fungsi Polri dan mitra eksternal membaca dinamika
keamanan yang sama.

Integrasi informasi juga mendorong transparansi dan
akuntabilitas antar lembaga, sehingga tidak ada pihak yang
bekerja dalam ruang hampa atau mengambil keputusan
berdasarkan data yang tidak sinkron. Dalam konteks
penanganan krisis, kesamaan pemahaman situasional
(common operating picture) memungkinkan seluruh aktor
bergerak serentak dalam satu arah.

6. Protokol Koordinasi untuk Respons Ancaman Prioritas

Mekanisme koordinasi harus dilengkapi dengan protokol
operasional yang mengatur bagaimana Polri dan mitra
eksternal bergerak bersama ketika ancaman mencapaitingkat
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tertentu. Ketika terjadi kerawanan sosial, misalnya, intelien
memberikan sinyal dini, pemerintah daerah mengelola
komunikasi publik, tokoh masyarakat meredakan ketegangan,
Samapta mengamankan ruang publik, dan Reskrim bertindak
terhadap pelaku provokasi. Protokol yang jelas akan
mengurangi kekacauan informasi dan menghasilkan respons
yang seragam meskipun melibatkan banyak pihak.

Protokol ini juga diperlukan untuk operasi besar seperti
pengamanan pemilu, penanganan bencana, penanggulangan
terorisme, dan operasi lintas batas wilayah hukum. Koordinasi
akan berjalan optimal jika semua pihak memahami tugas
pokok masing-masing, titik interaksi antar lembaga, serta jalur
komando yang harus diikuti.

7. Memperkuat Sinergimelalui Latihan Bersamadan After Action
Review

Koordinasi tidak dapat berjalan hanya melalui pertemuan
formal; ia membutuhkan latihan bersama agar pola
komunikasi, prosedur, dan respons bisa diuji dalam situasi
simulatif. Latihan gabungan Polridengan TNI, Pemda, BNPB,
maupun organisasi masyarakat akan memperkuat hubungan
operasional dan menumbuhkan kepercayaan antarelemen.
Setelah operasi atau latihan, proses After Action Review
menjadi penting untuk mengevaluasi hambatan koordinasi,
memperbaiki SOP, dan menyempurnakan mekanisme kerja
bersama.

8. Koordinasi sebagai Jantung Sistem Keamanan Wilayah
Terpadu

Pada akhirnya, menyusun mekanisme koordinasi lintas
fungsidan lintas sektor adalah upaya membangun jantung dari
sistem keamanan wilayah terpadu. Tanpa koordinasi yang
kuat, teknologi canggih sekalipun tidak akan memberikan
dampak signifikan, dan sumber daya besar tidak akan
menghasilkan efektivitas yang diharapkan. Koordinasi yang
terencana, terstruktur, dan berkelanjutan memastikan bahwa
setiap unsur Polri dan mitra eksternal bekerja dalam satu visi,
satu informasi, dan satu strategi untuk menjaga stabilitas
keamanan wilayah. Bagi para perwira menengah Polri,
kemampuan merancang dan mengelola mekanisme
koordinasi ini merupakan kompetensi strategis yang
menentukan keberhasilan dalam menghadapi berbagai
tantangan keamanan di wilayah hukum masing-masing.
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D.

Mekanisme Deteksi Dini dan Respons Dini terhadap Potensi
Gangguan Kamtibmas

a.

Pentingnya Deteksi dan Respons Dini dalam Sistem
Keamanan Modern

Deteksi dini dan respons dini merupakan pilar utama
dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah di tengah
dinamika ancaman yang terus berkembang. Polri tidak lagi
menghadapi ancaman yang muncul secara tiba-tiba, tetapi
serangkaian sinyal awal yang jika dibaca dengan tepat dapat
mencegah gangguan berkembang menjadi krisis. Di era
informasi yang serba cepat, waktu menjadi faktor penentu:
semakin cepat Polri mendeteksi gejala awal, semakin besar
peluang untuk meredam potensi gangguan sebelum
berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu,
pengembangan mekanisme deteksi dini dan respons dini
bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi
seluruh jajaran kepolisian, terutama di tingkat kewilayahan.

Deteksi Dini sebagai Kemampuan Membaca Sinyal Awal
Ancaman

Deteksi dini tidak hanya berbicara tentang kemampuan
intelijen konvensional, tetapi juga kemampuan institusi untuk
membaca berbagai indikasi—baik yang kuat maupun yang
lemah—yang mengarah pada potensi gangguan kamtibmas.
Deteksi dini mencakup pemantauan dinamika sosial,
pengamatan terhadap perubahan perilaku kelompok
masyarakat, pola kejahatan, tren digital, hingga pergerakan
ekstremisme secara terselubung.

Di tingkat kewilayahan, intelijen memainkan peran sentral
dalam mengidentifikasi sumber kerawanan. Namun deteksi
dini sejatinya merupakan fungsi bersama seluruh lini
kepolisian. Samapta melalui patroli harian, Binmas melalui
hubungan langsung dengan masyarakat, Lantas melalui
pengelolaan arus dan titik kerumunan, serta Reskrim melalui
analisis modus kejahatan—semuanya menyumbangkan
potongan informasi yang membentuk gambaran awal
ancaman. Ketika informasi-informasi ini dirangkai, Polri dapat
melihat pola yang mungkin tidak terlihat jika hanya dilihat
secara sektoral.

Mengintegrasikan Teknologi dalam Sistem Deteksi Dini

Teknologi memberikan keunggulan signifikan dalam
memperkuat deteksi dini. CCTV cerdas dapat membaca
kerumunan yang mulai tidak wajar; platform media sosial
dapat dianalisis untuk melihat peningkatan sentimen negatf;
big data membantu menemukan pola atau anomali yang luput
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dari pengamatan manual; sementara early warning system
mampu  menggabungkan berbagai indikator untuk
menghasilkan peringatan awal secara terstruktur.

Integrasi teknologi ini harus ditempatkan dalam sistem
yang memungkinkan data mengalir secara cepat ke pusat
analisis. Command Center menjadi pusat pengolahan
informasi yang mengubah data mentah menjadi gambar
situasi yang dapat dipahami oleh pengambil keputusan.
Dengan dukungan teknologi, Polri dapat mendeteksiancaman
bukan hanya berdasarkan laporan lapangan, tetapi
berdasarkan pola-pola yang dihasilkan oleh kecerdasan
buatan dan analitik prediktif.

d. Peran Masyarakat sebagai Mitra Strategis dalam Deteksi Dini

Tidak ada deteksi dini yang efektif tanpa keterlibatan
masyarakat. Polri harus membangun jejaring sosial yang kuat
melalui fungsi Binmas, sehingga warga menjadi bagian dari
sistem deteksi dini. Laporan masyarakat, sinyal perubahan
sosial, dan dinamika lokal sering kali menjadi indikator paling
awal dari potensi gangguan. Kolaborasi dengan tokoh agama,
tokoh adat, organisasi masyarakat, pengelola kawasan
industri, dan komunitas digital menjadikan deteksi dini lebih
komprehensif karena melibatkan sumberinformasi yang lebih
luas.

Selain itu, hubungan masyarakat yang baik menciptakan
kepercayaan. Di wilayah yang masyarakatnya percaya
kepada polisi, informasi cenderung mengalir lebih cepat dan
lebih akurat, sehingga potensi gangguan dapat diidentifikasi
lebih awal.

e. Respons Dini: Mengintervensi Ancaman Sebelum Menjadi
Krisis
Respons dini adalah tindak lanjut langsung dari deteksi
dini. Jika deteksi dini merupakan kemampuan membaca
sinyal, maka respons dini adalah kemampuan bertindak
sebelum ancaman berkembang. Respons dini membutuhkan
kecepatan, ketepatan, dan koordinasi lintas fungsi. Respons
dinidapat berupa pendekatan soft seperti mediasi, komunikasi
publik, atau intervensi sosial oleh Binmas; dapat pula berupa
pendekatan moderate seperti peningkatan patroli Samapta,
pengaturan arus oleh Lantas, atau pengawasan khusus oleh
intelijen; hingga pendekatan hard seperti penegakan hukum
oleh Reskrim ketika situasi membutuhkan tindakan yustisial
eksplisit.

Kuncirespons dini adalah mengambil tindakan pada saat
yang tepat—tidak terlalu cepat sehingga menimbulkan
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kepanikan, tetapi tidak terlambat sehingga ancaman sudah
berkembang. Respons dini yang efektif menekan eskalasi,
mengurangi potensi kerusakan, dan menjaga agar gangguan
tidak meluas.

f. Membangun Protokol Deteksi dan Respons Dini yang
Terstandar

Untuk memastikan deteksi dan respons dini berjalan
konsisten, Polri perlu memiliki protokol operasional yang jelas
dan terstandar. Protokol ini mencakup alur pelaporan,
mekanisme eskalasi, indikatorancaman, ambang batas untuk
intervensi, serta tata cara koordinasi antar fungsi dan instansi.
Protokol yang terstruktur memastikan bahwa setiap informasi
yang masuk diproses secara seragam dan respons diberikan
berdasarkan tingkat ancaman yang objektif.

Protokol ini juga harus bersifat adaptif, sehingga dapat
diperbarui sesuai dinamika ancaman di wilayah. Setiap
wilayah memiliki karakter yang berbeda, sehingga fleksibilitas
dalam penerapan protokol menjadi kunci keberhasilan sistem
deteksi dan respons dini.

g. Menguatkan Kapasitas SDM sebagai Operator Utama Sistem
Deteksi dan Respons

Teknologi dan protokol hanya akan efektif jika
dioperasikan oleh personel yang kompeten. Polri peru
memastikan bahwa personel intelijen, Reskrim, Samapta,
Binmas, dan Lantas memiliki kemampuan analitik, pemetaan
ancaman, komunikasi lintas fungsi, serta penguasaan
teknologi yang memadai. Pelatihan berkelanjutan, simulasi
lapangan, dan joint training sangat penting agar setiap
personel mampu menjalankan perannya dalam sistem deteksi
dan respons.

Selain SDM operasional, pimpinan kewilayahan juga peru
memiliki kemampuan interpretatif untuk memahami pola
ancaman dan mengambil keputusan cepat. Kepemimpinan
adaptif menjadi esensiutama dalam mengaktifkan mekanisme
respons dini.

h. Deteksi dan Respons Dini sebagai Strategi Pencegahan yang
Berorientasi Masa Depan

Mekanisme deteksi dini dan respons dini merupakan
investasi strategi bagi Polri dalam membangun keamanan
wilayah yang proaktif dan berkelanjutan. Sistemini menggeser
pendekatan keamanan dari after the fact menjadi before the
impact, di mana potensi gangguan dicegah sebelum
berkembang. Dengan memadukan kemampuan intelijen,
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kekuatan sosial masyarakat, teknologi modern, dan
kepemimpinan yangadaptif, Polri dapat menghadapiberbagai
potensi ancaman secara lebih presisi dan efektif. Bagi para
perwira menengah Polri, kemampuan mengembangkan
mekanisme ini menjadi kompetensi strategis yang akan
menentukan keberhasilan dalam menjaga stabilitas
keamanan wilayah di tengah kompleksitas lingkungan
strategis yang terus berubah.
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A.

POKOK BAHASAN 4

MERUMUSKAN STRATEGI KEAMANAN WILAYAH
TERPADUBERBASIS HASIL ANALISIS KEWILAYAHAN

DAN RISIKO

Prioritas Isu dan Fokus Strategi Keamanan Wilayah

1.

Pengantar: Pentingnya Penentuan Prioritas dalam Keamanan
Wilayah

Penyusunan prioritas isu keamanan wilayah merupakan
langkah strategis yang menentukan arah dan kualitas respons
kepolisian terhadap berbagai dinamika ancaman di suatu
daerah. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat,
kemajuan teknologi, serta meningkatnya mobilitas
masyarakat, ancaman keamanan tidak lagi muncul secara
terpisah atau linear, melainkan saling beririsan dan
berkembang secara simultan. Oleh karena itu, pimpinan
kewilayahan harus memiliki kemampuan untuk memilah isu
kritis, menilai urgensi ancaman, dan menentukan fokus
strategi yang paling relevan dengan kondisi wilayah. Proses
ini bukan sekadar memetakan masalah, tetapi merumuskan
agenda keamanan yang terstruktur, berbasis bukti, dan
selaras dengan kapasitas organisasi.

Memahami Lanskap Ancaman sebagai Dasar Penentuan
Prioritas

Setiap wilayah memiliki karakter ancaman yang berbeda
dan perubahan ancaman sangat dipengaruhi oleh faktor
sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Di wilayah
perkotaan, isu kriminalitas jalanan, kejahatan siber, konflik
sosial berbasis identitas, dan gangguan ketertiban umum
mungkin lebih dominan. Di wilayah industri, potensi sabotase,
demonstrasi buruh, dan aspek keselamatan kerja menjadi
tantangan strategis. Sementara wilayah pedesaan,
perbatasan, atau kepulauan kerap berhadapan dengan
penyelundupan, konflik agraria, dan kejahatan lintas batas.

Pemahaman terhadap lanskap ancaman ini
membutuhkan kemampuan membaca data, analisis intelien
yang akurat, serta pemahaman mendalam tentang konteks
sosial masyarakat. Ketika pimpinan kewilayahan mampu
mengidentifikasi ancaman-ancaman kunci yang menjadi
pemicu instabilitas, proses penyusunan prioritas dapat
dilakukan secara lebih objektif dan terarah.
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3. Pendekatan Berbasis Risiko dalam Menentukan Prioritas Isu

Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach)
menjadi metodologi utama dalam menetapkan prioritas isu
keamanan wilayah. Penilaian risiko didasarkan pada dua
variabel utama: probabilitas terjadinya ancaman dan tingkat
dampak ancaman terhadap masyarakat, stabilitas publik,
serta pemerintahan lokal.

a. Ancaman Berprobabilitas Tinggi

Ancaman jenisinimencakup gangguan yang sering
terjadi dan berpotensi mengganggu keamanan sehari-
hari, seperti pencurian, mahasiswa atau pemuda yang
tawuran, kecelakaan lalu lintas, demonstrasi spontan,
atau tindak kriminal jalanan. Meskipun dampaknya
mungkin tidak selalu besar, frekuensi tinggi
menjadikannya prioritas operasional.

b. Ancaman Berdampak Tinggi

Ancaman berdampak tinggi dapat mencakup
peristwa yang jarang terjadi tetapi berpotensi
menimbulkan gangguan serius, seperti aksi terorisme,
eskalasi konflik sosial, kebakaran besar, bencanaalam,
atau serangan siber terhadap infrastruktur strategis.
Meskipun probabilitasnya rendah, potensi kerusakannya
sangat besar sehingga harus menjadi prioritas strategis.

C. Ancaman Hibrida

Kategori ancaman yang menggabungkan aspek
fisik dan digital, seperti penyebaran hoaks yang memicu
konflik, kelompok kriminal berbasis daring, atau
provokasi politik di ruang digital. Polri perlu memberikan
perhatian khusus pada ancaman jenis ini karena pola
eskalasinya sangat cepat.

Pendekatan berbasis risiko membantu pimpinan
menentukan isu mana yang harus mendapatkan
perhatian utama, manayang memerlukan strategi jangka
panjang, dan mana yang membutuhkan monitoring
berkelanjutan.

4. Mengintegrasikan Data dan Informasi untuk Menyusun
Prioritas

Penetapan prioritas isu keamanan wilayah harus selalu
berbasis data yang komprehensif. Informasi perlu dihimpun
melalui berbagai kanal, termasuk intelijen keamanan, laporan
kepolisian, big data kepolisian, media sosial, data pemerintah
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daerah, laporan masyarakat, hingga hasil pemantauan CCTV
atau sensor digital.

Integrasi data inimemungkinkan terbentuknya gambaran
situasi yang akurat dan multidimensional. Ketika data
dianalisis dalam sebuah security dashboard atau dalam forum
analisis rutin, pimpinan kewilayahan dapat membaca pola
ancaman secara lebih tepat. Penyusunan prioritas akan lebih
akurat ketika seluruh fungsi—intelijen, Reskrim, Samapta,
Binmas, Lantas—berkontribusi dalam proses analisis,
sehingga keputusan yang diambil benar-benar merefleksikan
kondisi lapangan.

5. Menyusun Fokus Strategi Keamanan Wilayah Berdasarkan
Prioritas

Setelah isu prioritas ditetapkan, langkah berikutnya
adalah merumuskan fokus strategi keamanan wilayah.
Strategi ini harus dirancang selaras dengan skala risiko,
karakteristik wilayah, dan kemampuan sumber daya yang
dimiliki. Fokus strategi dapat mencakup beberapa elemen
berikut:

a. Penguatan Deteksi Dini

Untuk isu prioritas tinggi, intelijen kewilayahan
harus diperkuat sehingga bisa memberikan sinyal awal
sebelum gangguan berkembang.

b. Pencegahan dan Pengendalian yang Presisi

Fungsi Samapta dan Binmas harus diarahkan
untuk melakukan upaya preventif yang spesifik terhadap
jenis ancaman utama di wilayah.

c. Penegakan Hukum yang Terarah

Reskrim memastikan bahwa tindakan yustisial
dilakukan terhadap aktor kriminal yang memicu
gangguan prioritas, sehingga memberikan efek jera dan
mengurangi risiko eskalasi.

d. Manajemen Mobilitas dan Ruang Publik

Lantas berperan strategis dalam menjaga
kelancaran mobilitas, terutama ketika prioritas isu
berkaitan dengan kerumunan, unjuk rasa, atau
pergeseran massa.

e. Kolaborasi Lintas Sektor dan Komunitas

Beberapa isu, seperti konflik sosial atau bencana,
membutuhkan  dukungan Pemda, TNI, tokoh
masyarakat, lembaga adat, dan instansi lain.
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f. Pemanfaatan Teknologi

Isu prioritas harus dikaitkan dengan pemanfaatan
CCTV, command center, big data, dan early warning
system agar strategi keamanan lebih prediktif.

Dengan demikian, fokus strategi bukan hanya
menentukan kegiatan, tetapi membangun pendekatan
keamanan yang menyeluruh dan sinergis.

Menyelaraskan Prioritas dengan Agenda Keamanan Nasional,
Daerah, dan Lokal

Prioritas keamanan wilayah tidak boleh berjalan sendin,
melainkan harus senapas dengan agenda nasional seperti
pengamanan tahun politik, agenda pembangunan nasional,
isu radikalisme, penguatan transformasi digital, serta
kebijakan pemerintah pusat. Pada saat yang sama, prioritas
daerah seperti isu ketenagakerjaan, sentra industn,
pariwisata, atau pertanian juga harus dipertimbangkan.
Sementara itu, dinamika lokal—misalnya hubungan antar
komunitas, isu budaya, atau konflik keluarga besar—tidak
boleh diabaikan.

Dengan menyelaraskan tiga lapisan prioritas ini
(nasional-daerah—lokal), strategi keamanan wilayah yang
disusun akan lebih realistis dan berjangka panjang.

Prioritas sebagai Instrumen Kepemimpinan Strategis

Pada akhirnya, menyusun prioritas isu dan fokus strategi
keamanan wilayah adalah representasi kemampuan
kepemimpinan strategis. Pimpinan Polri di tingkat kewilayahan
harus mampu melihat gambaran besar, menganalisis
dinamika kecil, dan menghubungkan berbagai pola ancaman
menjadi prioritas kebijakan yang presisi. Dengan menentukan
prioritas yang tepat, Polri dapat mengalokasikan sumber daya
secara efisien, merespons ancaman secara cepat, serta
menjaga stabilitas keamanan wilayah secara adaptif dan
berkelanjutan.

B. Strategi Keamanan Menggunakan Pendekatan Problem
Solving dan Intelligence-Led Policing

1.

Pengantar: Membangun Strategi Keamanan yang Berbasis
Masalah dan Berorientasi Intelijen

Perkembangan lingkungan keamanan yang semakin
kompleks menuntut Plri untuk menyusun strategi keamanan
yang tidak hanya reaktif, tetapi proaktif, berbasis bukti, dan
terarah. Dua pendekatan yang menjadi fondasi penting dalam
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perumusan strategi keamanan modern adalah problem
solving dan intelligence-led policing (ILP). Kedua
pendekatan ini mengarahkan Polri untuk bergerak dari
‘menyelesaikan kejadian” menuju “menghilangkan akar
masalah” serta menggeser orientasi dari patroli rutin menjadi
operasi yang dituntun oleh analisis intelijen yang presisi. Bagi
perwira menengah, kemampuan merumuskan alternatif
strategi melalui dua pendekatan ini menjadi kompetensi kunci
untuk menghadapi dinamika gangguan keamanan di tingkat
kewilayahan.

2.  Problem Solving: Mengurai Masalah dari Akar dan Menyusun
Solusi yang Berkelanjutan

Pendekatan problem solving menekankan bahwa
gangguan keamanan tidak muncul secara spontan, melainkan
merupakan hasil dari rangkaian faktor sosial, ekonomi,
budaya, dan lingkungan. Karenaitu, strategi keamanan yang
efektif harus berangkat dari pemahaman mendalam terhadap
penyebab dasar gangguan (root causes) dan pola
pengulangannya.

a. Identifikasi Masalah yang Tepat

Proses dimulai dengan mengidentifikasi masalah
yang benar, bukan gejalanya. Misalnya, tawuran remaja
bukan hanya “aksi kekerasan”, tetapi bisa terkait
dinamika identitas kelompok, minimnya pengawasan,
atau provokasi digital. Kesalahan dalammengidentifikasi
masalah akan membuat strategi keamanan tidak tepat
sasaran.

b.  Analisis Berbasis Data (SARA Model)

Model SARA—Scanning, Analysis, Response,
Assessment—menjadi kerangka utama problem solving
dalam kepolisian modern.

1)  Scanning memetakan pola kejadian dan kelompok
yang terlibat.

2) Analysismenggalipenyebab, pemicu,lokasirawan,
hingga jejaring pelaku.

3) Response menyusunintervensi yang bersifat multi-
dimensi, tidak melulu represif.

4) Assessment menilai efektivitas dan memperbaiki
strategi.

Pendekatan ini memungkinkan Polri menyusun
strategi yang tidak hanya menurunkan angka kejadian,
tetapi juga membangun stabilitas jangka panjang.
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c. Kolaborasi sebagai Bagian dari Solusi

Problem solving tidak bisa dilakukan Polri sendir.
Isu seperti konflik sosial, kenakalan remaja, kejahatan
jalanan, atau rentetan provokasi digital sering kali lebih
efektif diselesaikan melalui kolaborasi dengan Pemda,
tokoh masyarakat, dunia pendidikan, hingga keluarga.
Strategi keamanan yang baik harus mencakup
pencegahan sosial, edukasi publik, penguatan noma
komunitas, dan pembangunan ekosistem keamanan
berbasis masyarakat.

3. Intelligence-Led Policing (ILP): Mengarahkan Strategi
Berdasarkan Analisis Intelijen

Pendekatan ILP menempatkan inteliien sebagai
penuntun utama dalam pengambilan keputusan keamanan.
Dalam konteks kewilayahan, ILP memastikan bahwa setiap
strategi keamanan tersusun berdasarkan pemahaman
mendalam tentang siapa pelakunya, bagaimanamodusnya, di
mana pola ancamannya, dan apa tren perubahannya.

a. Membangun Siklus Intelijen yang Terintegrasi

ILP bekerja melalui siklus: pengumpulan data —
analisis — diseminasi — operasi — evaluasi. Setiap fungsi
kepolisian terlibat sebagai sumber informasi. Intelijen
memverifikasi dan menganalisis, kemudian memberikan
rekomendasi strategis kepada pimpinan. Strategi
keamanan kemudian disusun berdasarkan rekomendasi
ini.

b. Fokus pada Pelaku Kunci (High-Value Target)

ILP mengarahkan Polri untuk tidak mengejar
semua peristiwa, tetapi memfokuskan energi pada
pelaku inti, kelompok penggerak, atau jaringan utama
yang menjadi sumber ancaman. Pendekatan ini
meningkatkan efisiensi sumber daya dan kemampuan
pencegahan secara signifikan.

c. Menggunakan Teknologi sebagai Penguat Analisis

CCTV cerdas, analitik media sosial, big data
policing, dan command center berperan besar dalam
menyediakan data yang memperkuat analisis intelijen.
Dengan teknologi, intelien dapat melakukan prediksi,
mengidentifikasi pola ketidaknormalan, dan memberikan
peringatan dini yang akurat.

CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK o

ANALISIS LINGKUNGAN KEWILAYAHAN DAN SISTEM KEAMANAN TERPADU
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH




SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI

4. Menghasilkan Alternatif Strategi Melalui Integrasi Problem
Solving dan ILP

Kedua pendekatan ini saling melengkapi:

a. Problem solving membantu memahami apa masalahnya
dan mengapa terjadi,

b. ILP membantu menentukan siapa aktornya, bagaimana
pola ancamannya, dan di mana intervensi paling efektif.

Integrasi keduanya menghasilkan strategi keamanan yang
lebih komprehensif dan presisi.

a. Strategi Pencegahan Berbasis Analisis Akar Masalah

Jika problem solving mengidentifikasi faktor
pemicu, ILP menentukan titik intervensi berdasarkan
jaringan dan aktor kunci. Misalnya, pada konflik sosial,
Binmas mengintervensi komunitas, sementara intelien
memonitor aktor provokatif.

b. Strategi Penegakan Hukum yang Terarah

Analisis problem solving menentukan jenis
intervensi  sosial, sedangkan ILP mengarahkan
penegakan hukum kepada pelaku prioritas. Pendekatan
ini mengurangi kriminalitas secara signifikan pada
sumbernya.

c. Strategi Manajemen Ruang Publik dan Mobilitas

ILP memetakan waktu rawan dan titik rawan,
sedangkan problem solving mengarahkan bentuk
intervensi seperti rekayasa lalu lintas, pengaturan ruang
publik, atau modifikasi lingkungan.

d. Strategi Penguatan Masyarakat

Problem solving membuka ruang kerja sama
dengan tokoh lokal, sementara ILP mengarahkan fokus
pembinaan pada kelompok-kelompok rentan atau
komunitas yang berpotensi terpapar pengaruh negatif.

5. Menyusun Alternatif Strategi yang Adaptif dan Kontekstual

Strategi keamanan harus bersifat adaptif, karena
ancaman terus berubah. Perwira kewilayahan peru
menyiapkan beberapa alternatif strategi yang sesuai dengan
dinamika situasi.

a. Alternatif Strategi Soft Approach

Meliputi: edukasi publik, dialog sosial, mediasi,
penguatan literasi digital, dan peningkatan kehadiran
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C.

polisi di komunitas. Cocok untuk wilayah rawan konflik
sosial atau gangguan ketertiban.

b. Alternatif Strategi Moderate Approach

Patroli intensif, penguatan deteksidini, peningkatan
pemantauan digital, penertiban area rawan, atau
pengawasan kelompok-kelompok tertentu.

c. Alternatif Strategi Hard Approach

Penegakan hukumterarah, operasi penangkapan,
pembubaran massa yang melanggar hukum, atau
operasi khusus terhadap jaringan kriminal. Diterapkan
ketika ancaman mencapai level tinggi.

Ketiga pendekatan ini harus disiapkan secara
simultan dan digunakan berdasarkan tingkat eskalasi
situasi.

Penutup: Strategi Keamanan sebagai Produk Analisis yang
Holistik

Merumuskan alternatif strategi keamanan menggunakan
pendekatan problem solving dan ILP merupakan representasi
kepemimpinan strategis yang dimiliki perwira Polri.
Pendekatan ini memastikan bahwa setiap intervensi yang
dilakukan Polri berbasis bukti, berorientasi jangka panjang,
dan mampu merespons ancaman secara proaktif. Integrasi
dua pendekatan ini menghasilkan strategi yang tidak hanya
mengurangi kriminalitas, tetapi memperkuat stabilitas sosial,
membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan
efektivitas kinerja kepolisian di wilayah.

Rencana Aksi Strategis (Strategic Action Plan) Untuk
Meningkatkan Keamanan Wilayah Secara Terpadu.

1.

Rencana Aksi Strategis sebagai Peta Jalan Keamanan
Wilayah

Rencana aksi strategis merupakan dokumen operasional
yang menjembatani analisis ancaman dengan tindakan nyata
di lapangan. Dalam konteks keamanan wilayah, rencana aksi
strategis berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan
seluruh fungsi Polri dan para pemangku kepentingan untuk
bekerja dalam satu arah yang terintegrasi. Rencanaini tidak
hanya menyusun daftar kegiatan, tetapi memetakan apa yang
harus dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana
dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan
setiap aksi harus dieksekusi. Dengan demikian, strategic
action plan menjadi instrumen penting bagi pimpinan
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kewilayahan untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan
berjalan konsisten, terukur, dan selaras dengan prioritas
strategis yang telah ditetapkan.

2. Dasar Penyusunan Rencana Aksi: Analisis Ancaman dan
Prioritas Wilayah

Setiap rencana aksi strategis harus berangkat dari
analisis mendalam mengenai ancaman keamanan dan
prioritas wilayah. Pemetaan ancaman, peta risiko, serta data
dari intelijen, Reskrim, Samapta, Binmas, dan Lantas menjadi
dasar untuk menentukan arah intervensi yang paling efektif.
Wilayah yang rawan kriminalitas jalanan membutuhkan
rencana aksi berbeda dengan wilayah yang rawan konflik
sosial, penyelundupan, atau ekstremisme. Dengan
memahami konteks situasional secara holistik, rencana aksi
yang disusun menjadi relevan dan tepat sasaran.

Analisis ini kemudian dikaitkan dengan risk-based
approach, sehingga seluruh aksi yang dirancang fokus pada
ancaman berprobabilitas tinggi, berdampak besar, atau
bersifathibrida. Dengan demikian,rencana aksi strategis tidak
hanya menangani kejadian masa lalu, tetapi mengantisipasi
dinamika ancaman masa depan.

3. Menetapkan Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja

Rencana aksi strategis membutuhkan tujuan yang jelas,
terukur, dan dapat dievaluasi. Tujuan strategis ini harus
menggambarkan kondisi keamanan yang ingin dicapai dalam
jangka waktu tertentu. Misalnya, menurunkan tingkat
kriminalitas prioritas, mencegah eskalasi konflik sosial,
memperkuat deteksi dini, meningkatkan kapasitas respons
Operasional, atau memperluas kolaborasi lintas sektor.

Untuk memastikan keberhasilan tujuan strategis,
indikator kinerja yang objektif perlu ditetapkan. Indikator
tersebut dapat berupa penurunan angka kejadian,
peningkatan waktu respons, peningkatan kepercayaan publik,
efektivitas patroli, jumlah potensi gangguan yang berhasil
dicegah, atau peningkatan kualitas integrasi data. Indikator
yang jelas membantu pimpinan memantau jalannya
pelaksanaan rencana aksidan melakukan penyesuaian ketika
diperlukan.

4. Menyusun Rangkaian Program dan Kegiatan Strategis

Rencana aksi strategis harus memuat rangkaian
program dan kegiatan yang saling terhubung, bukan sekadar
daftar aktivitas terpisah. Program-program tersebut peru
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dirancang berdasarkan prioritas isu dan fokus strategi
keamanan wilayah.

a.

Program Penguatan Deteksi Dini

Mencakup peningkatan kapasitas intelijen,
pemasangan CCTV tambahan, analisis media sosial,
penguatan jaringan Binmas, dan integrasi datacommand
center.

Program Pencegahan dan Penanganan Gangguan

Meliputi patroli dinamis, operasi penertiban wilayah
rawan, intervensi sosial berbasis komunitas, serta
kampanye literasi digital untuk mencegah provokasi
daring.

Program Penegakan Hukum Presisi

Mengoptimalkan  proses  penyelidikan dan
penyidikan terhadap pelaku utama, memecah jaringan
kriminal, serta memastikan adanya efek jera yang
mendorong stabilitas jangka panjang.

Program Kolaborasi Lintas Sektor

Bekerja sama dengan Pemda, TNI, BNPT, BNPB,
tokoh masyarakat, lembaga adat, dunia usaha, dan
institusi pendidikan untuk memperkuat ekosistem
keamanan wilayah.

Program Pemanfaatan Teknologi Keamanan

Memperluas penggunaan big data policing,
memperkuat early warning system, dan
mengembangkan artificial intelligence untuk mendukung
keputusan strategis.

Setiap program harus memiliki alur waktu,
pelaksana, sumber daya, serta indikator capaian yang
jelas agar implementasinya dapat berjalan efektif dan
terukur.

5. Menentukan Peran dan Tanggung Jawab Lintas Fungsi

Rencana aksi strategis harus merumuskan secara jelas

peran setiap fungsi kepolisian. Intelijen, Reskrim, Samapta,
Binmas, dan Lantas tidak dapat berjalan sendiri; setiap fungsi
harus memahami kontribusinya dalam keseluruhan strategi.

a.

b.

Intelijen fokus pada deteksi dini, analisis ancaman, dan
rekomendasi strategis.

Reskrim menindak pelaku utama dan mengurai jaringan
kriminal sebagai bagian dari hard intervention.
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c. Samapta menjadi garda depan pencegahan,
memperkuat kehadiran di ruang publik, dan
mengendalikan situasi awal.

d. Binmas mengelola aspek sosial, memperkuat hubungan
masyarakat, dan membangun jejaring informasi
komunitas.

e. Lantas memastikan kelancaran mobilitas, keamanan titik
kerumunan, dan mendukung operasi gabungan.

Pembagian peran ini memperjelas tanggung jawab,
meningkatkan koordinasi,dan mencegah tumpangtindih antar
fungsi.

6. Penganggaran dan Alokasi Sumber Daya

Rencana aksi strategis harus realistis dengan
mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang tersedia.
Setiap kegiatan perlu disertai kebutuhan anggaran, jumlah
personel, sarana prasarana, serta dukungan teknologi.
Penyusunan rencana aksi juga harus memperhitungkan
potensidukungan dari pemerintah daerah, sektor swasta, atau
lembaga non-pemerintah yang memiliki peran dalam
memperkuat keamanan wilayah.

Dengan penganggaran yang tepat, rencana aksi
strategis tidak hanya menjadi dokumen ideal, tetapi dapat
diimplementasikan di lapangan.

7. Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Penyesuaian Strategi

Strategic action plan bersifat dinamis. Ancaman
keamanan berubah cepat, sehingga rencana aksi peru
dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi
yang dijalankan tetap relevan. Mekanisme monitoring dan
evaluasi harus mencakup evaluasi mingguan, bulanan, dan
triwulanan dalam forum analisis keamanan wilayah (FAKW)
atau rapat lintas fungsi.

Jika ditemukan perubahan polaancaman atau efektivitas
strategi menurun, rencana aksi harus disesuaikan.
Mekanisme After Action Review (AAR) menjadi instrumen
penting untuk memperbaiki strategi dan memastikan
pembelajaran organisasi berjalan berkelanjutan.

8. Rencana Aksi Strategis sebagai Instrumen Kepemimpinan
Adaptif

Pada akhirnya, rencana aksi strategis adalah instrumen
kepemimpinan adaptif yang memungkinkan Polri mengelola
dinamika keamanan wilayah secara lebih terarah, presisi, dan
kolaboratif. Dengan rencana aksi yangdirancangberdasarkan
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analisis mendalam, didukung kolaborasi lintas fungsi dan
lintas sektor, serta diperkuat oleh teknologi dan tata kelola
modern, Polri dapat menjaga keamanan wilayah secara
berkelanjutan. Bagi perwira menengah yang memimpin
satuan kewilayahan, kemampuan merancang strategic action
plan menjadi prasyarat penting untuk menjawab tantangan
keamanan di era yang semakin kompleks dan serba cepat.

D. Rekomendasi Strategi Keamanan Wilayah dalam Bentuk
Laporan Tertulis dan Paparan Strategis

1.  Pengantar: Pentingnya Kemampuan Komunikasi Strategis
dalam Kepemimpinan Keamanan Wilayah

Kemampuan menyusun dan menyajikan rekomendasi
strategi keamanan wilayah dalam bentuk laporan tertulis dan
paparan strategis merupakan keterampilan kunci bagi perwira
menengah Polri. Di era ketika ancaman semakin kompleks
dan waktu pengambilan keputusan semakin singkat, kualitas
komunikasi strategis menjadi penentu apakah rekomendasi
kebijakan dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan
oleh pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya.
Penyajian rekomendasi tidak hanya sekadar menyusun data,
tetapi membangun argumentasi yanglogis, berbasis bukti, dan
disampaikan dalam format yang mudah dipahami dan dapat
ditindaklanjuti. Dengan demikian, kemampuan menghasilkan
laporan dan paparan strategis merupakan bagian integral dar
peran kepemimpinan dalam sistem keamanan wilayah
terpadu.

2. Menyusun Struktur Laporan Strategi Keamanan Wilayah yang
Sistematis dan Komprehensif

Laporan tertulis merupakan dokumen resmi yang
menjadi dasar bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
penyusunannya perlu mengikuti struktur yang sistematis dan
komprehensif.

a. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menyajikan inti rekomendasi secara
singkat dan padat agar pimpinan dapat segera
menangkap intiisu, prioritas ancaman, dan arah strategi
yang diusulkan. Ringkasan eksekutif berfungsi sebagai
pintu masuk sebelum pimpinan membaca keseluruhan
dokumen.

b. Analisis Situasi Keamanan Wilayah
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Bagian ini memuat gambaran lengkap mengenai
kondisi keamanan saat ini, tren pergeseran ancaman,
dinamika sosial politik, serta data kuantitatif dan kualitatif
terkait gangguan kamtibmas. Peta ancaman (threatmap)
dan peta risiko (risk map) menjadi elemen penting untuk
memperkuat analisis.

c. Identifikasi Masalah dan Prioritas Strategis

Penyusunan prioritas dilakukan berdasarkan risk-
based approach dan intelligence-led policing. Bagian ini
menegaskan isu utama yang perlu diintervensi oleh
strategi keamanan wilayah.

d. Alternatif Strategi Keamanan

Bagian ini menyajikan beberapa opsi strategi yang
dapat ditempuh,lengkap dengan kelebihan, kekurangan,
kebutuhan sumber daya, serta potensi dampaknya.
Penggunaan pendekatan problem solving (misalnya
model SARA) menambah kedalaman analisis.

e. Rencana Aksi Strategis

Bagian ini merinci langkah operasional yang harus
diambil, pelaksanautama, jadwal implementasi, indikator
keberhasilan, dan mekanisme monitoring-evaluasi.
Rencana aksi ini harus realistis dan selaras dengan
kemampuan kewilayahan.

f. Rekomendasi Utama

Berisi pilihan strategi terbaik yang diajukan kepada
pimpinan, disertai justifikasi yang kuat dan berbasis
bukti.

Struktur laporan yang baik memastikan bahwa
rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh
pihak yang berwenang.

3. Memastikan Laporan Berbasis Data, Analitik, dan
Argumentasi yang Kuat

Laporan strategis harus ditopang oleh data dan analisis
yang valid. Data dapat berasal dari intelijen, big data policing,
laporan operasional, media sosial, data kriminalitas, hingga
data kependudukan dan ekonomi daerah.

Analitik yang digunakan dapat mencakup:
tren temporal (time series).
pemetaan spasial.

c. analisis jaringan pelaku.
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d. analisis sentimen publik.
e. simulasi skenario ancaman.
prediksi risiko berbasis algoritma.

Argumentasi yang kuat muncul dari keselarasan antara
data, interpretasi, dan rekomendasi. Dengan demikian,
laporan bukan hanya deskriptif tetapi juga analitis dan
preskriptif.

Menyiapkan Paparan Strategis (Strategic Briefing) sebagai
Instrumen Kepemimpinan

Selain laporan tertulis, paparan strategis merupakan
sarana penting dalam menyampaikan rekomendasi kepada
pimpinan secara langsung. Paparan harus disusun secara
singkat, fokus, visual, dan mudah dipahami.

a. Struktur Paparan
Paparan ideal mencakup:
1)  situasi umum keamanan,
2) prioritas ancaman,
3) analisis inti (insight),
4) alternatif strateqi,
5) rekomendasi utama,
6) kebutuhan dukungan,
7) dampak strategis yang diharapkan.

Dengan struktur ini, pimpinan dapat memahami int
rekomendasi dalam waktu singkat.

b. Penggunaan Visualisasi Data

Command center visual, heat map, grafik tren, dan
diagram jaringan pelaku membuat paparan lebih mudah
dipahami. Visualisasi membantu menjelaskan pola
ancaman yang kompleks dalam bentuk yanglebih intuitif.

c. Komunikasi Singkat dan Tepat

Paparan harus mengedepankan kemampuan
berkomunikasi secara ringkas tetapi substantif. Pilihan
kata harus jelas, argumentatif, dan tidak ambigu.
Pimpinan membutuhkan rekomendasi yang langsung
dapat dipahami dan diimplementasikan.
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Menyusun Rekomendasi yang Aplikatif dan Dapat
Ditindaklanjuti

Rekomendasi harus bersifat actionable. Artinya, setiap
rekomendasi harus:

a. dapat dilaksanakan,
memiliki dasar hukum dan operasional,
didukung oleh data,

dapat dipantau kinerjanya,

© a0 o

memiliki tujuan yang jelas.

Rekomendasi yang terlalu abstrak sulit
diimplementasikan dan tidak memberikan dampak langsung
terhadap stabilitas keamanan wilayah.

Menjamin Koherensi antara Laporan Tertulis dan Paparan
Strategis

Laporan tertulis memberikan kedalaman analisis,
sementara paparan memberikan ringkasan yang lebih
operasional. Keduanya harus selaras sehingga tidak
memunculkan interpretasi  berbeda. Koherensi  ini
menunjukkan profesionalisme analitik sekaligus kemampuan
kepemimpinan yang solid.

Rekomendasi Strategis sebagai Representasi Kepemimpinan
Berbasis Bukti

Pada akhirnya, menyajikan rekomendasi strateqgi
keamanan wilayah dalam bentuk laporan tertulis dan paparan
strategis merupakan wujud kepemimpinan yangberbasis bukii
dan analitik. Kemampuan ini memastikan bahwa setiap
keputusan pimpinan didasarkan pada informasi yang akurat,
strategi yang matang, dan rencana aksi yang dapat
diimplementasikan. Bagi perwira menengah Polri,
keterampilan ini mencerminkan kesiapan untuk memimpin
satuan kewilayahan dalam menghadapi berbagai tantangan
kompleks dan memastikan keamanan wilayah dapat dikelola
secara presisi, adaptif, dan kolaboratif.
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RANGKUMAN

1.

Konsepdasar analisis kewilayahan dan sistem keamanan terpadu
dalam konteks tugas kepolisian

Analisis kewilayahan dan sistem keamanan terpadu merupakan
pendekatan strategis kepolisian yang memadukan pemahaman
karakteristik geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan politik
suatu wilayah dengan tata kelola keamanan yang terencana,
terkoordinasi, dan menyeluruh. Konsep ini menekankan
pentingnya membaca pola kerawanan, distribusi potensi
gangguan, serta kemampuan respons aparat secara sistematis
agar tercipta pengamanan wilayah yang efektif, efisien,
berkesinambungan, dan mampu mendukung stabilitas keamanan
serta pelayanan perlindungan bagi masyarakat.

Pemindaian lingkungan kewilayahan dan analisis risiko untuk
mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan dinamika keamanan
wilayah

Pemindaian lingkungan kewilayahan (environmental scanning)
dan analisisrisiko dilakukan melalui pengumpulan data, pemetaan
kondisi riil lapangan, pemantauan tren perubahan sosial, politik,
ekonomi, serta identifikasi faktor eksternal-internal yang
mempengaruhi stabilitas keamanan. Proses ini bertujuan
mengidentifikasi ancaman potensial, tingkat kerentanan
masyarakat dan infrastruktur, serta dinamika perubahan yang
dapat memicu gangguan keamanan, sehingga aparat kepolisian
memiliki gambaran komprehensif untuk menentukan prioritas
penanganan dan kesiapsiagaan yang tepat.

Sistem keamanan wilayah terpadu yang adaptif, kolaboratif, dan
berbasis teknologi

Sistem keamanan wilayah terpadu yang adaptif, kolaboratif, dan
berbasis teknologi adalah model pengelolaan keamanan yang
mengintegrasikan peran kepolisian, pemerintah daerah, TNI,
lembaga terkait, komunitas masyarakat, serta dukungan teknologi
informasi untuk mewujudkan respons cepat, tepat, dan terukur
terhadap gangguan keamanan. Sistem ini menuntut fleksibilitas
dalam menghadapi perubahan ancaman, pemanfaatan data dan
teknologi seperti CCTV, big data, dan sistem komunikasi terpadu,
serta membangun mekanisme koordinasi yang kuat agar
pengamanan wilayah berjalan sinergis dan berkelanjutan.

Strategi keamanan wilayah terpadu berbasis hasil analisis
kewilayahan dan risiko

Strategi keamanan wilayah terpadu dirumuskan berdasarkan hasil
analisis kewilayahan dan risiko dengan menempatkan data
intelijen, peta kerawanan, serta prediksi dinamika ancaman
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sebagai dasar pengambilan keputusan. Strategi ini mencakup
penentuan prioritas pengamanan, penguatan pencegahan,
peningkatan kapasitas respons, penguatan kemitraan dengan
masyarakat, serta pengembangan teknologi pendukung, sehingga
kebijakan pengamanan menjadi lebih terarah, tepat sasaran,
responsif terhadap perubahan lingkungan, dan mampu
meningkatkan rasa aman serta kepercayaan publik.

LATIHAN

Jelaskan bagaimana analisis kewilayahan dan konsep sistem
keamanan terpadu dapat memperkuat efektivitas tugas kepolisian
dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, serta berikan contoh
penerapannya dalam konteks operasional kepolisian di Indonesia.

Uraikan langkah-langkah strategis pemindaian lingkungan
kewilayahan dan analisis risiko yang harus dilakukan oleh aparat
kepolisian untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, serta
dinamika keamanan wilayah, dan jelaskan bagaimana hasil
analisis tersebut digunakan dalam perencanaan keamanan.

Jelaskan bagaimana konsep adaptivitas, kolaborasi lintas
lembaga, dan pemanfaatan teknologi dapat membentuk sistem
keamanan wilayah terpadu yang efektif, serta analisis tantangan
yang mungkin muncul dalam implementasinya.

Jelaskan bagaimana hasil analisis kewilayahan dan penilaian
risiko dapat dijadikan dasar penyusunan strategi keamanan
wilayah terpadu, serta berikan contoh bagaimana strategi tersebut
dapat diimplementasikan untuk menghadapi potensi gangguan
keamanan yang kompleks dan dinamis.

CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK ik

ANALISIS LINGKUNGAN KEWILAYAHAN DAN SISTEM KEAMANAN TERPADU

SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH




	1. COVER  CORE 1 PIMMEN ANALISIS -30-12-26.pdf (p.1)
	2. DAFTAR ISI CORE 1 PIMMEN ANALISI-30-12-25.pdf (p.2-3)
	3. CORE 1 SESPIMMEN ANALISIS LINGKUNGAN- 29-12-25.pdf (p.4-79)

